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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN 

GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)  

PADA SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw) 

Oleh 

MUHAMMAD RIVALDHO 

Suatu tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum yang cukup dan menjadi syarat 

utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. 

Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) apabila gugatan yang 

dilayangkan mengandung cacat formil seperti error in persona, obscuur libel, serta 

tidak berdasarkan kompetensi (melanggar yurisdiksi) absolut atau relatif suatu 

pengadilan sehingga dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan 

hakim dalam menyatakan dasar gugatan penggugat tidak dapat diterima pada putusan 

perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw. Metode yang digunakan adalah yuridis 

normatif dan bersifat deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder 

yang diperoleh melalui bahan kepustakaan antara lain peraturan perundang-undangan, 

dokumen, buku, hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis 

kualitatif. Hasil menunjukan bahwa dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw, 

Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan antara para pihak yaitu sengketa 

pembagian warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut bukanlah 

Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw 

menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa berpendapat dan menyimpulkan 

bahwa gugatan para Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, 

maka hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat  dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

 

Kata kunci: Gugatan, niet ontvankelijke verklaard, Pertimbangan Hakim, Sengketa  



 

 

 

 

ABSTRACT 

  

JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGMENT OF THE UNACCEPTABLE 

LAWSUIT DECISION (declared inadmissible) 

ON LAND PROPERTY RIGHTS DISPUTES 

(Court Decision Case Study Number: 11/Pdt.G/2021/PN Liw) 

By 

MUHAMMAD RIVALDHO 

A claim for rights must have sufficient legal importance and be the main requirement 

for a claim for rights to be accepted by the court for examination.Claims are 

unacceptable(declared inadmissible) if the lawsuit filed contains a formal defect such 

as:error in person, dark bookand not based on absolute or relative competency 

(violating jurisdiction) of a court so this research was conductedto find out the basis 

for the judge's considerations in declaring that the basis for the plaintiff's lawsuit 

cannot be accepted in the decision of case Number 11/Pdt.G/2021/PN Liw. The method 

used is normative juridical and descriptive in nature using primary and secondary 

data sources obtained through library materials including laws and regulations, 

documents, books, results of previous research and set forth in the form of qualitative 

analysis. The results show that in decision Number 11/Pdt.G/2021/PN Liw, the Panel 

of Judges is of the opinion that the main issue between the parties is the dispute over 

the distribution of inheritance as referred to in Law Number 7 of 1989 concerning 

Religious Courts, as amended by Law Law Number 3 of 2006 concerning Amendment 

to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and Law Number 50 of 2009 

regarding the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious 

Courts. Based on the above considerations, this is not the absolute competence of the 

District Court. Case Number 11/Pdt.G/2021/PN Liw shows that the Liwa District 

Court Panel of Judges was of the opinion and concluded that the Plaintiffs' lawsuit 

was not the competence of the District Court, so the judge decided that the Plaintiffs' 

lawsuit was declared unacceptable (declared inadmissible). 

  

Keywords: Lawsuit,declared inadmissible, Judge Considerations, Disputes 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanah melrulpakan kelkayaan nelgara yang sangat banyak manfaatnya, sulmbelr 

pelnghasilan nelgara julga selbagian belsar dari pajak dan salah satul pajak yaitul 

pajak dari tanah, baik itul pajak bangulnan maulpuln pajak-pajak yang lain 

misalnya hak selwa, hak pakai, dan lain selbagainya. Keltelntu lan melngelnai tanah 

telrdapat dalam Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 5 Tahuln 1960 

telntang pelratulran dasar pokok-pokok agraria ataul UlUlPA, delngan delmikian 

kelpelmilikan telrhadap tanah diwuljuldkan delngan hak-hak selbagai belrikult: hak 

milik, hak gulna bangulnan, hak gulna ulsaha, hak pakai, hak selwa, hak melmbulka 

tanah, hak melmulngult hasil hultan, dan hak-hak lain yang tidak telrmasulk dalam 

hak-hak telrselbult.1 

 

Hibah dalam hulkulm islam melrulpakan pelmbelrian olelh selselorang kelpada orang 

lain yang belrulpa harta miliknya delngan sulka rella tanpa melngharapkan imbalan 

apapuln. Pada praktiknya pihak pelnghibah belrseldia mellelpaskan haknya atas 

belnda yang dihibahkan.2 Dalam pellaksanaan pelrjanjian kelpelrdataan yang 

telrmasulk hibah selbaiknya telrdapat alat bulkti, selbab delngan adanya alat bulkti 

itul akan melnimbullkan kelmantapan bagi yang melnghibahkan telrultama bagi 

yang melnelrima hibah, karelna melmpulnyai bulkti yang sah atas kelpelmilikan hak 

atas tanah mellaluli hibah.3 

 
1 Layyin Mahfiana, Sengketa kepemilikan hak atas tanah di kabupaten ponorogo, volume 7 

No. 1, 2013 
2 Maria S.W. Sumardjo, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, 

Jakarta, 2001, hlm. 159. 
3 Suwahyuwono, S. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. Lex Privatum, 6(3). 
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Pelmbulktian kelpelmilikan hak atas tanah mellaluli hibah haruls dibulktikan delngan 

akta hibah yang dibulat olelh Peljabat Pelmbulat Akta Tanah (PPAT) dan 

didaftarkan pada Badan Pelrtanahan Nasional (BPN) agar pelnelrima hibah 

melndapatkan selrtifikat hak milik atas tanah yang dipelrolelhnya mellaluli hibah, 

karelna selrtifikat tanah melrulpakan alat pelmbulktian yang kulat. Ulntulk 

melndapatkan selrtifikat tanah, maka telrhadap tanah telrselbult haruls didaftarkan 

di kantor pelrtanahan. Pelndaftaran tanah belrtuljulan melmbelrikan kelpastian 

hulkulm dan pelrlindulngan hulkulm kelpada pelmelgang hak atas tanah, delngan alat 

bulkti yang dihasilkan pada prosels pelndaftaran tanah belrulpa bulkul tanah dan 

selrtifikat tanah yang telrdiri dari salinan bulkul tanah dan sulrat ulkulr. 

 

Pelmelriksaan seltelmpat  pada praktiknya melrulpakan pelmelriksaan ataul sidang 

yang dilakulkan olelh hakim ataul  majellis hakim  pelrdata di telmpat objelk yang 

seldang  diselngkeltakan belrada. Hakim ataul majellis hakim telrselbult datang kel 

telmpat objelk pelrkara telrselbult ulntulk mellihat selcara langsu lng keladaan objelk 

ataul tanah yang diselngkeltakan. Selmula yang akan dijadikan alat bulkti tidak 

sellulrulhnya dapat dihadirkan di mu lka pelrsidangan, selpelrti halnya dalam kasuls 

selngkelta tanah yang melnjadi obyelknya tanah. Akan teltapi sullit kalaul akan 

melmbawa objelk dari lular pelngadilan kel pelngadilan, delngan delmikian maka 

akan dilakulkan pelmelriksaan seltelmpat (delscelntel).4 Bagi hakim, delngan 

mellaksanakan pelmelriksaan seltelmpat akan melmbelri pandangan telrselndiri 

melngelnai duldulk pelrkara yang selbelnarnya sellain melndelngar keltelrangan dari 

saksi, bu lkti tullisan/bulkti delngan sulrat dan alat bulkti lainnya yang digulnakan 

dalam pelmbulktian yang diajulkan di hadapan pelrsidangan.5 Dasar hulkulm dari 

pellaksanaan Pelmelriksaan Seltelmpat adalah Pasal 153 Helrzieln Inlandsch 

Relglelmelnt (HIR), Pasal 180 Relglelmelnt Tot Relgelling Van Helt Relchtswelzeln in 

del Gelwelsteln Buliteln Java eln Madulra (RBg), Pasal 211-214 Relglelmelnt op del 

Relchtsvordelring (RV) dan Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng Nomor 7 Tahuln 

2001 telntang Pelmelriksaan Seltelmpat.  Pelmelriksaan Seltelmpat melmang tidak 

 
4Ibid. hlm.10. 
5 Mashudy Hermawan, 2007, Dasar-dasar Hukum Pembuktian. Surabaya : UMSurabaya. 

hlm.87. 
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telrcantulm selbagai alat bulkti  dalam Pasal 164  HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 

1866 KUlH Pelrdata. 

 

Pelrselngkeltaan melngelnai tanah banyak telrjadi di kalangan masyarakat 

dikarelnakan seltiap orang tidak melnginginkan selsulatul yang dimilikinya jatulh 

keltangan orang lain, apalagi belnda telrselbult suldah melmiliki hak milik. Olelh 

karelna itul jika selselorang ingin melmpelrtahankan harta telrultama hak milik ataul 

hak milik atas tanah maka haruls didaftarkan, karelna pelndaftaran hak milik atas 

tanah melrulpakan sulatul hal yang wajib dilakulkan. Bagi orang yang melrasa hak 

pelrdatanya dilanggar, dapat disellelsaikan selcara mulsyawarah keldula bellah 

pihak, apabila delngan cara telrselbu lt tidak bisa melnyellelsaikan pelrkaranya, maka 

dapat melngajulkan tulntultan hak telrhadap pihak yang dianggap melrulgikan.6 

 

Faktor u ltama telrjadinya konflik tanah adalah lulas tanah yang teltap, teltapi 

pelnduldu lknya selmakin belrtambah dan tiap pelnduldulk melmelrlulkan tanah ulntulk 

melmelnu lhi kelbultulhannya, dalam selngkelta tanah apabila para pihak tidak dapat 

melnyellelsaikan selngkelta telrselbult delngan cara mulsyawarah selcara damai, maka 

dapat melngajulkan gulgatan pelrkara telrselbult kel Pelngadilan Nelgelri. Melnulrult 

Hulkulm Acara Pelrdata yang belrlakul, telrdapat belbelrapa tahapan belrpelrkara 

dalam pelnyellelsaian selngkelta pelrdata mellaluli Pelngadilan Nelgelri, yaitul mullai 

dari melngajulkan gulgatan, pelmelriksaan idelntitas para pihak, ulpaya pelrdamaian 

(meldiasi), jawaban dari pihak telrgulgat apabila meldiasi gagal, relplik, dulplik, 

kelsimpullan pelrtama, prosels pelmbulktian, kelsimpullan keldula, pelnyulsulnan 

pultulsan olelh majellis hakim. Pellaksanaan tahapan-tahapan telrselbult 

melmelrlu lkan waktul yang lama, selkulrang-kulrangnya antara tiga sampai delngan 

elnam bullan.7 Gulgatan melrulpakan sulatul tulntultan hak yang melrulpakan tindakan 

yang belrtuljulan ulntulk melmpelrolelh pelrlindulngan hak yang dibelrikan olelh 

pelngadilan ulntulk melncelgah “eligeln richting/own arbitraring” (main hakim 

selndiri). Sulatul tulntultan hak haruls melmpulnyai kelpelntingan hulkulm yang culkulp, 

 
6 Sarjita, Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugu Jogja 

Pustaka,Yogyakarta, 2005. hlm.13. 
7 Anita Afriana. Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata. (Jurnal Hukum Acara Perdata 

ADHAPER .Vol. 1, No. 1 2015).hlm 75 https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/ view/2. 
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dan ini melrulpakan sulatul syarat u ltama agar dapat ditelrimanya sulatul tulntultan 

hak olelh pelngadilan ulntulk dipelriksa. Selcara ulmulm, modell gulgatan pelrdata ada 

dula macam, yaitul tulntultan hulku lm dilakulkan di lular pelngadilan dikeltahuli 

delngan selbultan non-litigasi, seldangkan tulntultan hulkulm yang dilakulkan 

mellaluli Pelrsidangan diselbult litigasi. 

 

Gulgatan tidak dapat ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard) apabila gulgatan 

yang dilayangkan melngandulng cacat formil, selpelrti elrror in pelrsona, obscululr 

libell, tidak belrdasarkan kompeltelnsi absolult ataul rellatif dalam sulatul 

Pelngadilan. Hal telrselbult telrkait delngan cacat formil, bahwa telrdapat belrbagai 

cacat formil yang mulngkin mellelkat dalam gulgatan, antara lain, gulgatan yang 

ditandatangani kulasa belrdasarkan sulrat kulasa yang tidak melmelnulhi syarat 

yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SElMA No. 4 Tahuln 1996, gulgatan 

tidak melmiliki dasar hulkulm, gulgatan elrror in pelrsona dalam belntulk 

diskulalifikasi ataul plulriulm litis consortiulm, melngandu lng cacat obscululr 

libell, ataul mellanggar yulridiksi (kompeltelnsi) absolult ataul rellatif.8 

 

Pada 25 Novelmbelr 2021, Pelngadilan Nelgelri Liwa melnelrima gulgatan yang 

diajulkan olelh Pelnggulgat telntang selngkelta hak milik atas tanah delngan nomor 

relgistelr pelrkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw yang dimana belrdasarkan 

keltelrangan dari Pelnggulgat, Telrgu lgat I dan Telrgulgat II tellah melngulasai tanah 

hak milik para Pelnggulgat tanpa dasar hulkulm yang jellas dan sah. Hal ini 

melnyelbabkan para Pelnggulgat tidak dapat melmanfaatkan/melnikmati hasil 

kelbuln kopi telrselbult karelna dalam pelngulasaan olelh Telrgulgat I dan Telrgulgat II 

selhingga sangat melrulgikan para Pelnggulgat. 

 

Selngkelta tanah ini melrulpakan su latul konflik yang belrlangsulng selcara telruls-

melnelruls karelna seltiap orang melmiliki kelpelntingan yang belrkaitan delngan 

tanah ulntulk melmelnulhi kelbelrlangsulngan hidulpnya, akan teltapi sellakul pihak  

telrgulgat tidak telrima atas adanya gulgatan telrselbult, karelna gulgatan dari pihak 

 

8 M. yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 
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pelnggulgat telrselbult tidak ada yang belnar, selrta tidak masulk akal tidak lain dari 

relkayasa bellaka delmi ulntulk melndapatkan hak orang lain, maka sellakul 

pelnggulgat melnghalalkan selgala cara. Melnulrult pihak telrgulgat, pihak 

pelnggulgat sama selkali tidak tahu l keljellasan tanah telrselbult, seldangkan pihak 

telrgulgat melrasa culkulp jellas atas adanya tanah/kelbuln telrselbult. 

 

Belrdasarkan ulraian di atas, Pelnullis ingin melmbahas melngelnai pelrkara dalam 

Pultulsan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw antara Pelnggulgat I, II dan III mellawan 

Telrgulgat I dan II. Pelnggulgat melngajulkan gulgatannya di Pelngadilan Nelgelri 

Liwa atas dasar pelrbulatan mellawan hulkulm yang dilakulkan olelh Telrgulgat I dan 

Telrgulgat II ulntulk melngulasai tanah yang melnjadi objelk selngkelta telrselbult. 

Delngan delmikian, gulna melngeltahuli dasar pelrtimbangan hakim dalam 

melnyatakan dasar gulgatan pelngulgat tidak dapat ditelrima pada pultulsan pelrkara 

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw, maka Pelnullis melnelliti dari pelrmasalahan di 

atas delngan juldull “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM 

TERHADAP PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet 

ontvankelijke verklaard) PADA SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang, maka dapat diidelntifikasikan dula pokok 

pelrmasalahan yang akan dibahas: 

1. Apa yang melnjadi dasar pelrtimbangan hakim dalam melnjatulhkan pultulsan 

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw? 

2. Bagaimana kelduldulkan waris dalam pultulsan pelrkara pelrdata di Pelngadilan 

Nelgelri? 

 

1.3 Ruang Lingkup  

Pelnellitian Dalam pelnullisan karya ilmiah ini pelnullis melmbatasi rulang lingkulp 

pelnullisan delngan hanya melnbahas telntang analisis dasar pelrtimbangan hakim 

dalam melmultuls Gulgatan Tidak Dapat Ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard) 

telrhadap selngkelta hak milik atas tanah. Pelrtama pelnullis ingin melmbahas 
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pelrtimbangan hakim dalam melnjatulhkan pultulsan yang dibatasi delngan 

melmbahas pultulsan pelrkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw. Keldula pelnullis 

ingin melmbahas telrkait kelduldulkan waris dalam pultulsan pelrkara pelrdata di 

Pelngadilan Nelgelri. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tuljulan pellaksanaan pelnellitian ini selbagai belrikult. 

1. Melmahami dasar pelrtimbangan hakim dalam melnjatulhkan pultulsan Nomor  

11/Pdt.G/2021/PN Liw; 

2. Melmahami kelduldulkan waris dalam pultulsan pelrkara pelrdata di Pelngadilan 

Nelgelri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Mellaluli pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan kelgulnaan selcara teloritis 

dan praktis selbagai belrikult. 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Selcara teloritis hasil dari pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi bahan 

masulkan dalam pelngelmbangan ilmul pelngeltahulan telrultama dibidang 

ilmul hulkulm kelpelrdataan yang belrkelnaan delngan analisis pelrtimbangan 

hakim dalam melmultuls Gulgatan Tidak Dapat Ditelrima (nielt 

ontvankellijkel velrklaard) telrhadap selngkelta hak milik atas tanah. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Selcara praktis hasil dari pelnellitian ini diharapkan: 

1. Selbagai ulpaya pelngelmbangan kelmampulan dan pelngtahulan hulkulm 

bagi pelnullis dalam lingkulp hulkulm kelpelrdataan khulsulsnya telntang 

Gulgatan Tidak Dapat Ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard) 

telrhadap selngkelta hak milik atas tanah; 

2. Selbagai bahan informasi dan litelratulr bagi pihak-pihak khulsulsnya 

bagi mahasiswa bagian Hulkulm Kelpelrdataan Fakulltas Hulkulm 

Ulnivelrsitas Lampulng yang melmbultulhkan relfelrelnsi selhingga dapat 
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digulnakan selbagai bahan pelnellitian lanjultan yang belrkaitan telntang 

Gulgatan Tidak Dapat Ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard). 

 

1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1.6.1 Kerangka Teoritis 

a. Teori Kepastian Hukum 

Ultrelch, El, melnyatakan bahwa tuljulan hulkulm adalah melnjamin 

adanya kelpastian hu lkulm dalam pelrgaullan Manulsia, yakni 

kelpastian olelh karelna hulkulm dan kelpastian dalam ataul dari 

hulkulm.8 Tuljulan hulkulm ulntulk melmbelri kelpastian, dibahas dalam 

telori Positivismel hulkulm (Positivism-Lelgal Thelory). 9 

 

Positivismel hulkulm selbagai aliran pelmikiran dalam filsafat hulkulm 

didasarkan pada pelmikiran selorang filosof telrkelmulka yang pelrtama 

kali melnggulnakan istilah positivismel, yaitul Aulgu lstel Comtel. (1798-

1857). Pelmikiran Comtel melrulpakan elksprelsi su latul pelriodel kulltulr 

elropa yang ditandai dan diwarnai pelrkelmbangan pelsat ilmul-ilmul 

elksakta belrikult pelnelrapannya.10 

 

Mellaluli Positivismel, hu lkulm ditinjaul dari suldult pandang positivism 

yulridis dalam arti yang multlak. Artinya, Ilmul Pelngeltahulan hulkulm 

melrulpakan atulran aktif yang dikeltahuli dan dikodifikasikan dalam 

belntulk dokulmeln-doku lmeln hulkulm yang ada. Positivismel hulkulm 

julga belrpandangan bahwa pelrlul dipisahkan selcara telgas antara 

hulkulm dan moral (antara hulkulm yang belrlaku l dan hulkulm yang 

selharulsnya/ antara das Solleln dan das Selin). 11 

 

Dalam paradigma positivism delfinisi hulkulm haruls mellarang 

sellulrulh atulran yang mirip hulkulm, teltapi tidak belrsifat pelrintah dari 

 
9 Nurul Qamar.Sosiologi Hukum, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2015) hlm. 27 
10 Muhammad Syukri Albani Nasution,Hukum dalam perspektif filsafat, (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri,2015) hlm. 145-146 
11 Ibid, hlm. 146 
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otoritas yang belrdaullat. Kelpastian hulkulm haruls sellalul dijaga 

apapuln akibatnya, dan tidak ada alasan ulntulk tidak 

melnghormatinya, karelna dalam modellnya hulku lm afirmatif adalah 

satul-satulnya hulkulm. Dari sini tampak bahwa bagi kaulm positivistik 

adalah kelpastian hulku lm yang dijamin olelh pelngulasa. Kelpastian 

hulkulm yang dimaksuld adalah hulkulm yang selcara relsmi 

diulndangkan dan dilaksanakan selcara pasti olelh Nelgara. Kelpastian 

hulkulm belrarti bahwa seltiap orang dapat melnulntult agar hulkulm 

dilaksanakan dan tulntu ltan itul pasti dipelnulhi. 

 

Aliran Yulridis-Dogmatik. Aliran ini belrangkat dari pelmikiran 

positivis yang celndelru lng mellihat hulkulm selbagai selsulatul yang 

otonom, belrdiri selndiri, hulkulm hanya dilihat selbagai selpelrangkat 

atulran.. Tuljulan hulku lm ulntulk selkeldar melnjamin telrwuljuldnya 

kelpastian hulkulm, selhingga hulkulm idelntik delngan kelpastian.12 

 

b. Teori Kekuasaan Kehakiman 

Indonelsia selbagai nelgara hulkulm, melnulrult keltelntulan Pasal 1 ayat 3 

UlUlD 1945, selgala tindakan pelmelrintah dan rakyat haruls 

melmpulnyai dasar hulkulm yang jellas ataul melmpulnyai lelgitimasi 

baik belrdasarkan hulkulm telrtullis maulpuln hulkulm tidak telrtullis. 

Adapuln ciri khas nelgara hulkulm selbagai belrikult. 

1. Adanya pelngaku lan dan pelrlindulngan hak-hak asasi 

manulsia,yang melngandulng pelrsamaan dalam bidang politik, 

hulkulm, sosial, elkonomi dan kelbuldayaan; 

2. Pelradilan yang belbas dan tidak melmihak selrta tidak 

dipelngarulhi olelhsu latul kelkulasaan ataul kelkulatan apapuln; dan 

3. Lelgalitas dalam arti hulkulm dalam selgala belntulknya. Salah satu l 

asas nelgara hulkulm adalah pelngakulan lelmbaga pelradilan olelh 

lelmbaga pelradilan melmbelrikan jaminan hulkulm telrhadap 

indelpelndelnsi lelmbaga pelradilan. 

 
12 Kif Aminanto,Bunga Rampai Hukum, (Jember:Katamedia, 2018) hlm. 45. 
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Salah satul asas nelgara hulkulm adalah pelngakulan lelmbaga pelradilan 

olelh lelmbaga pelradilan melmbelrikan jaminan hulkulm telrhadap 

indelpelndelnsi lelmbaga pelradilan hulkulm yang melngatulr telntang 

lelmbaga pelradilan adalah Ulndang-Ulndang 48 Nomor 2009 telrkait 

kelkulasaan kelhakiman. Selbagaimana dalam Pasal 1 melnyelbultkan 

bahwa kelkulasaan kelhakiman kelkulasaan nelgara yang melrdelka 

ulntulk melnyellelnggarakan pelradilan gulna melnelgakan hulkulm dan 

keladilan belrdasarkan pancasila delmi telrsellelnggaranya Nelgara 

Hulkulm Relpulblik Indonelsia.13 

 

Keltelntulan Pasal 18 Ulndang-ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang 

Kelkulasaan Kelhakiman melnyatakan bahwa pelnyellelnggaraan 

kelkulasaan kelhakiman dilakulkan olelh selbulah mahkamah agulng 

belselrta badan-badan pelradilan dibawahnya dan olelh selbulah 

mahkamah konstitulsi. Adapuln pelradilan dibawah naulngan 

mahkamah agulng mellipulti pelradilan dalam lingkulngan: badan 

pelradilan ulmulm, badan pelradilan agama, badan pelradilan militelr 

dan badan pelradilan tata ulsaha nelgara. Delngan tulgas ulntulk 

melnelrima, melmelriksa, dan melngadili selrta melnyellelsaikan seltiap 

pelrkara yang diajulkan kelpadanya. Adalah kelinginan para pelncari 

keladilan agar pelrkara yang diajulkan kel pelngadilan dapat dipultuls 

olelh hakim yang profelsional selhingga pultulsan melmiliki kelpastian 

hulkulm, keladilan dan kelbelrpihakan. 

 

Pelngelrtian pultulsan hakim adalah sulatul pelrnyataan peljabat nelgara 

yang mellakulkan kelku lasaan kelhakiman yang belrwelnang, yang 

diulcapkan dalam pelrsidangan telrbulka ulntulk ulmu lm. Hakim belrsifat 

pasif dalam pelrkara pelrdata, yaitul seljaulh mana selngkelta selbellulm 

hakim melnganggap pada hakelkatnya dipultulskan olelh para pihak 

 
13 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan(Judical Prudence) 

Termasuk Interperpensi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta:Kencana, 2017) hlm.135 
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dalam pelrkara, teltapi hakim haruls aktif melmbantul para pihak dalam 

melncari kelbelnaran telntang fakta-fakta hulkulm yang rellelvan telrkait 

pelrsellisihan antara para pihak. Hakim dalam pelnyellelsaian pelrkara 

pelrdata dapat melnggu lnakan sistelm pelmbulktian positif (nelgative l 

welttelrlijkel) yaitul dimana pihak yang melngakul melmpulnyai sulatul 

hak, maka ia haruls melmbulktikan kelbelnaran dari pelngakulannya, 

delngan belrdasarkan bulkti-bulkti formil, selbagaimana keltelntulan 

alat-alat bulkti telrdapat dalam hulkulm acara pelrdata.14 

 

c. Teori Penyelesaian Sengketa 

Pelngelrtian Konflik/selngkelta itul selndiri dirulmulskan olelh Delan G. 

Prulitt dan Jelffrely Z. Rulbin bahwa, konflik adalah pelrselpsi 

melngelnai pelrbeldaan kelpelntingan (pelrceliveld divelrgelncel of 

intelrelst), ataul sulatul kelpelrcayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang 

belrkonflik tidak dicapai selcara simulltan (selcara selrelntak).15 

 

Pelnyellelsaian selngkelta mellaluli Lelmbaga Pelngadilan selcara telori 

pandangan bahwa nelgara hulkulm tulndulk pada thel rullel of law, 

kelduldulkan pelngadilan dianggap selbagai pellaksana kelkulasaan 

kelhakiman, (juldicial powelr) yang belrpelran selbagai katulp pelnelkan 

atas selgala pellanggaran hulkulm dan keltelrtiban masyarakat. Olelh 

karelna itul, pelngadilan masih teltap rellelvan selbagai thel last relsort 

ataul telmpat telrakhir melncari kelbelnaran dan keladilan selhingga 

selcara teloritis masih diandalkan selbagai badan yang belrfulngsi dan 

belrpelran melnelgakkan kelbelnaran dan keladilan, telrmasulk 

melnyellelsaikan selngkelta. Namuln, pelngalaman pahit yang melnimpa 

masyarakat melnulnjulkkan keltidakelfisielnan sistelm pelradilan. 

Pelnyellelsaian pelrkara mellaluli pelngadilan melmakan waktul pullulhan 

tahuln, prosels belrbellit-bellit, yang dililit delngan u lpaya hulkulm, yaitul 

 
14 Sudikno Mertokusumo, Op.cit hlm.11 
15 Talib, I. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. (Jurnal Lex et 

Societatis, Vol.I No.1. 2013) hlm.156 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis 

/article/viewFile /1295/1053 
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banding, kasasi, dan pelninjaulan kelmbali yang melmbulat masyarakat 

melrasa kelsullitan dalam melncari keladilan. Seltellah pultulsan 

belrkelkulatan hulkulm teltap, elkselkulsi dibelntulrkan lagi delngan ulpaya 

velrzelt dan delrdeln velrzelt. 

 

1.6.2 Kerangka Konseptual 

Kelrangka konselptulal ini mellipulti delfelnisi-delfelnisi opelrasional yang 

dilakulkan dalam pelnullisan dan pelnjellasan konselp yang digulnkan. 

Dalam pelnellitian ini, dirulmulskan selrangkaian kelrangka konselpsi ataul 

delfelnisi opelrasional selbagai belrikult. 

1. Gulgatan tidak dapat ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard): adalah 

gulgatan yang dilayangkan melngandulng cacat formil, selpelrti, elrror 

in pelrsona, obscululr libell, tidak belrdasarkan kompeltelnsi absolult 

ataul rellatif, hal telrselbu lt selbagaimana telrkait delngan cacat formil, 

bahwa telrdapat belrbagai cacat formil yang mulngkin mellelkat dalam 

gulgatan, antara lain, gulgatan yang ditandatangani kulasa 

belrdasarkan sulrat ku lasa yang tidak melmelnulhi syarat yang 

digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SElMA No. 4 Tahuln 1996, 

gulgatan tidak melmiliki dasar hulkulm, gulgatan elrror in 

pelrsona dalam belntulk diskulalifikasi ataul  plulriu lm litis consortiulm, 

melngandulng cacat obscululr libell, ataul mellanggar yulridiksi 

(kompeltelnsi) absolult ataul rellatif.16 

2. Selngkelta kelpelmilikan atas tanah: yaitul pelrbeldaan pelngakulan, nilai 

ataul pelndapat, kelpelntingan telntang keladaan pelngulasaan atas 

selbidang tanah telrtelntu l yang tidak dijamin ataul dijamin delngan hak 

(milik belrsama), ataul hak yang dijamin olelh pihak telrtelntul.  

3. Kompeltelnsi absolult: adalah kelwelnangan melngadili yang 

melnyangkult pelmbagian kelkulasaan antar badan-badan pelradilan, 

ataul kelwelnangan melngadili yang dibelrikan kelpada masing-masing 

pelngadilan di lingkulngan badan pelradilan yang belrbelda. 

 

16 M. yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 
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4. Kompeltelnsi rellatif: adalah pelmbelrian kelkulasaan dan welwelnang 

yang belrhulbulngan delngan wilayah hulkulm kelrja antar pelngadilan 

dalam lingkulngan badan pelradilan. 

5. Pultulsan hakim: adalah sulatul pelrnyataan peljabat Nelgara yang 

mellakulkan kelkulasaan kelhakiman yang belrwelnang, yang diulcapkan 

dalam pelrsidangan telrbulka ulntulk ulmulm. Hakim belrsifat pasif 

dalam pelrkara pelrdata, yaitul seljaulh mana selngkelta selbellulm hakim 

melnganggap pada hakelkatnya dipultulskan olelh para pihak dalam 

pelrkara, teltapi hakim haruls aktif melmbantul para pihak dalam 

melncari kelbelnaran telntang fakta-fakta hulkulm yang rellelvan telrkait 

pelrsellisihan antara para pihak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Hukum Acara Perdata 

2.1.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata 

Bagi yang melrasa kelcelwa, kelhilangan dan kelrulgian yang diselbabkan 

olelh pelrbulatan mellawan hulkulm dapat melngajulkan gulgatan kel 

Pelngadilan Nelgelri, atas tulntultan orang yang dirulgikan karelna 

kelsalahan, kellalaian dan pelrbulatan mellawan hulkulm. Pelrbulatan hulkulm 

telrselbult diatulr olelh HIR dan Rbg, dimana keldu la sulmbelr hulkulm 

telrselbult masih digulnakan selbagai peldoman hulkulm acara pelrdata bagi 

para pelncari keladilan di pelngadilan di Indonelsia. Olelh karelna itul, 

pelmbahasan telntang hak-hak acara pelrdata ini pelrlu l dikaji lelbih lanjult 

u lntulk dijadikan landasan teloritis ulntulk melnjawab pelrtanyaan-

pelrtanyaan yang akan dibahas. 

 

Hulkulm Acara Pelrdata di sini ulntulk melmastikan kelpatulhan delngan 

hulkulm pelrdata matelrill. Hu lkulm acara pelrdata dapat didelfinisikan olelh 

norma-norma hulkulm yang melnelntulkan bagaimana melmastikan 

kelpatulhan telrhadap hulkulm pelrdata matelrill mellaluli hakim. Delngan 

pelrkataan lain hulkulm acara pelrdata adalah pelratulran hulkulm yang 

melnelntulkan bagaimana caranya melnjamin pellaksanaan hulkulm pelrdata 

matelriil. Lelbih konkrelt lagi dapatlah dikatakan bahwa, hulkulm acara 

pelrdata melngatulr telntang bagaimana caranya melngajulkan tulntultan 

hak, melmelriksa selrta melmultulsnya, dan pellaksanaan dari pultulsannya.17 

Hulkulm Acara Pelrdata julga didelfinisikan olelh Prof. Sulbelkti, SH, yang 

melrulmulskan bahwa hulkulm acara pelrdata adalah rangkaian pelratulran 

 
17 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adtya Bakti,2005), hlm.38 
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pelratulran yang dipelrlulkan ulntulk melwuljuldkan hu lkulm privat, ataul 

delngan pelrkataan lain su latul rangkaian pelratulran pelratulran yang 

melngabdi pada hulkulm privat matelriil. 

 

Melnulrult Suldikno Melrtokulsulmo, Hulkulm acara pelrdata adalah 

pelratulran hulkulm yang melngatulr bagaimana caranya melnjamin 

ditaatinya hulkulm pelrdata matelriil delngan pelrantaraan hakim. Delngan 

pelrkataan lain hulkulm acara pelrdata adalah pelratulran hulkulm yang 

melnelntulkan bagaimana caranya melnjamin pellaksanaan hulkulm pelrdata 

matelriil. Lelbih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hulkulm acara 

pelrdata melngatulr telntang bagaimana caranya melngajulkan tulntultan 

hak, melmelriksa selrtamelmultulsnya dan pellaksanaan dari pada 

pultulsannya. 

 

Kelduldulkan hulkulm acara pelrdata sangat pelnting tidak hanya selbagai 

pellelngkap saja, karelna u lntulk melmellihara hulkulm pelrdata matelrill 

dipelrlulkan hulkulm acara pelrdata, kalaulpuln ada hulkulm acara pelrdata, 

masyarakat melrasa adanya kelpastian, bahwa seltiap orang dapat 

melmbella selsulai delngan hak-hak pelrdatanya dan bahwa seltiap orang 

yang mellanggar hulkulm pelrdata yang melrulgikan orang lain dapat 

ditulntult di pelngadilan. Delngan hulkulm acara pelrdata diharapkan 

telrciptanya keltelrtiban dan kelpastian hulkulm dalam masyarakat. Fulngsi 

u ltama pelradilan dalam aspelk pelradilan pelrdata adalah “thel primary 

fu lnction of thel coulrt is to deltelrminel thel lelgality of variouls kind of 

belhavioulr” Sellain melnelntulkan kelabsahan belrbagai jelnis pelrilakul 

masyarakat (melngadili), pelradilan julga belrfulngsi melmbelri naselhat, 

melngatulr, dan melngulji matelriil.18 Pelratulran hulkulm acara pelrdata yang 

belrsifat melmaksa tidak dapat dikelsampingkan olelh pihak pihak yang 

 
18 I Md Pasek Diantha,Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, (Disertasi Program Pasca 

Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000) hlm. 129. 
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belrkelpelntingan dan pihak – pihak telrselbult maul tidak maul haruls tulndulk 

dan melmatulhinya.19 

 

Tulntultan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang belrtuljulan 

melmpelrolelh pelrlindulngan hulkulm yang dibelrikan olelh pelngadilan 

u lntulk melncelgah tindakan main hakim selndiri ”eligelnrelchting”. 

Gulgatan hak dalam hulku lm acara pelrdata ada 2 (dula) jelnis, yaitul 

gulgatan hak belrpelrkara (controvelrsial julrisdictiel) yang selbelnarnya 

diselbult litigasi, yang diatu lr dalam Pasal 118 HIR dan l Pasal 142 Rbg, 

seldangkan tulntultan hak yang tidak melngandulng selngkelta (Volulntairel 

ju lrisdictiel) ataul dalam praktelk diselbult delngan pelrmohonan. Contoh 

pelrmohonan antara lain pelrmohonan pelneltapan pelngampulan, 

pelrmohonan ganti nama dan selbagiamana diatulr dalam Pasal 229 HIR, 

263 Rbg. 

 

2.1.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata  

Melnulrult Van Appelldorn, ia melmbeldakan elmpat macam sulmbelr hulkulm 

yaitul :20  

1. Sulmbelr hulkulm dalam arti historis, yaitul telmpat kita dapat 

melnelmulkan hulkulmnya dalam seljarah ataul dari selgi historis. 

Sulmbelr hulkulm ini dibagi lelbih lanjult melnjadi du la: 

a. Sulmbelr hulkulm melrulpakan telmpat dapat ditelmulkannya atau l 

dikelnal  delngan hulkulm acara historis, misalnya dokulmeln-

dokulmeln kulno, lontar dan lain-lain; 

b. Sulmbelr hulkulm yang melrulpakan telmpat pelmbelntulk ulndang-

ulndang melngambilnya.  

2. Sulmbelr hulkulm dalam arti sosiologis (telologis) melrulpakan faktor-

faktor yang melnelntulkan isi hulkulm positif selpelrti: keladaan agama, 

pandangan agama dan selbagainya. 

 
19 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 

Indonesia,. hlm. 9-10 
20 Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen 

Litigasi, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.2-3 



16 

 

3. Sulmbelr hulkulm dalam arti filosofis, dibagi dula:  

a. Sulmbelr hulkulm disini, ditanyakan isi hulkulm itul asalnya dari 

mana. Ada tiga pandangan yang melncoba melnjawab 

pelrtanyaan ini yaitu l: 

1) Pandangan telokratis, melnulrult pandangan ini isi hulkulm 

belrasal dari Tulhan; 

2) Pandangan hulkulm kodrat, melnulrult pandangan ini isi hulkulm 

belrasal dari manulsia;  

3) Pandangan mazab historis, bahwa isi hulkulm belrasal dari 

kelsadaran hulku lm.  

b. Sulmbelr kelkulatan melngikat dari hulkulm, melngapa hulkulm 

melmpulnyai   kelku latan melngikat, melngapa kita tulndulk pada 

hulkulm. Kelkulatan melngikat atulran hulkulm tidak selmata-mata 

didasarkan pada kelkulatan koelrsif, teltapi karelna kelbanyakan 

orang dimotivasi olelh alasan moral dan kelpelrcayaan.  

4. Sulmbelr hulkulm dalam arti formil, adalah Sulmbelr hulkulm yang 

dilihat dari cara hulku lm positif mulncull, melru lpakan fakta yang 

mellahirkan hulkulm belrlakul yang melngikat hakim dan masyarakat. 

 

Sulmbelr dari Hulkulm Acara Pelrdata belrasal dalam belbelrapa keltelntulan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan dan yulrispruldelnsi yang dapat 

dikelmulkakan selbagai belrikult.21 

a. Helt Helrzielnel Indonelsich Relglelmelnt (HIR atau l Relglelmelnt yang 

dipelrbaharuli: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) u lntulk daelrah Jawa 

dan Madulra; 

b. Relchtsrelglelmelnt Bulitelngelwelsteln (Rbg ataul Relglelmelnt daelrah 

selbrang: S. 1927 No. 227) ulntulk lular Jawa dan Madulra; 

c. Relglelmelnt op del Bulrgelrlijk Relchtsvordelring (RV ataul Relglelmelnt, 

S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) hulkulm acara pelrdata ulntulk golongan 

Elropa;  

 
21 Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen 

Litigasi, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.2-3 
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d. Relglelmelnt op del Relchtelrlijkel Organisatiel in helt bellelid delr julstitiel 

in Indonelsiel (RO ataul Relglelmelnt telntang Organisasi Kelhakiman: 

1847 No. 23); 

e. Bulrgelrlijk Weltboelk (BW) ataul Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm 

Pelrdata, yaitul khulsulsnya dalam bulkul IV (Pasal 1865 s.d 1993);  

f. Ulndang-ulndang No. 14 Tahuln 1970 (LN 1974) telntang 

Keltelntulankeltelntulan Pokok Kelkulasaan Kelhakiman yang tellah 

diulbah delngan Ulndang-ulndang Nomor 35 Tahuln 1999 telntang 

Kelkulasaan Kelhakiman lalul dipelrbaharuli lagi delngan Ulndang-

ulndang Nomor 4 Tahu ln 2004 telntang Kelkulasaan Kelhakiman lalu l 

diulbah lagi delngan Ulndang-ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang 

Kelkulasaan Kelhakiman;  

g. Weltboelk Van Koophandell eln Faillisselmelnts-Velrordelning ataul 

Kitab Ulndang-ulndang Hulkulm Dagang dan Kelpailitan;  

h. Ulndang-ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang Pelrkawinan dan 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 9 Tahuln 1975 telntang Acara 

Pelmbelrian Izin Pelrkawinan, Pelncelgahan Pelrkawinan, Pelrcelraian, 

Pelmbatalan Pelrkawinan dan selbagainya; 

i. Ulndang-ulndang Nomor 50 Tahuln 2009 Telntang Pelrulbahan Keldula 

Atas Ulndang-ulndang Nomor 7 Tahuln 1989 Telntang Pelradilan 

Agama yang melmbelrlakulkan HIR (Helt Helrzielnel Indonelsich 

Relglelmelnt); 

j. Ulndang-ulndang Nomor 3 Tahuln 2009 telntang Pelrulbahan Keldula 

Atas Ulndang-ulndang Nomor 14 Tahuln 1985 Telntang Mahkamah 

Agulng;  

k. Adat Kelbiasaan, melnjadi sulmbelr hulkulm acara pelrdata digulnakan 

olelh hakim dalam pelnelmulan hulkulm;  

l. Doktrin ataul pelndapat para sarjana melrulpakan su lmbelr hulkulm acara 

pelrdata, sulmbelr dimana hakim dapat melnggali hulkulm acara 

pelrdata. Teltapi doktrin bulkanlah hulkulm, mellainkan sulmbelr 

hulkulm;  
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m. Pelrjanjian Intelrnasional, dapat melnjadi sulmbelr hulkulm acara 

pelrdata selsulai delngan kelbultulhan asalkan tidak belrtelntangan 

delngan hulkulm yang ada di Indonelsia;  

n. Yulrispruldelnsi, kelpultulsan hakim selbellulmnya melnjadi aculan ulntulk 

hakim belrikultnya melmultulskan pelrkara telrhadap pelrkarayang 

hampir sama teltapi tidak melmultulskan delngan pelrtimbangan dan 

kelpultulsan yang sama; 

o. Instrulksi dan Sulrat Eldaran Mahkamah Agu lng, Olelh karelna 

selbagian belsar kaidah hulkulm Acara Pelrdata itul telrmulat dalam HIR 

dan Rbg, dan melmpelrhatikan, bahwa isi keldu la ulndang-ulndang 

telrselbult hampir tidak belrbelda, maka sellanju ltnya pelmbahasan 

Hulkulm Acara pelrdata akan didasarakan kelpada pelmbahasan HIR. 

 

2.1.1.3 Asas- Asas dalam Hukum Acara Perdata  

Dalam prosels pelnelgakan hulkulm pelrdata yang pasti mellaluli hulkulm 

acara pelrdata melnulrult keltelntulan hulkulm acara pelrdata telrdapat asas-

asas hulkulm acara pelrdata, yaitul:22 

 

a. Hakim belrsifat Melnulnggul 

Asas ini melneltapkan bahwa dalam pellaksanaannya, inisiatif ulntulk 

melngajulkan peltisi kelwarganelgaraan selmata-mata ada pada melrelka 

yang telrlibat. Ulntulk itul belrlakul adagiulm “juldelx nel proceldat elx 

officio” apabila tidak ada gulgatan maka disitu l tidak ada hakim. 

Delngan delmikian, orang yang melngajulkan gulgatan adalah pihak 

yang belrkelpelntingan, dan hakim selcara pasif melnulnggul gulgatan 

diajulkan, teltapi seltellah gulgatan diajulkan, hakim tidak dapat 

melnolak ulntulk mellihat gulgatan telrselbult, delngan alasan tidak ada 

hulkulm,larangan hakim ulntulk melmbelrhelntikan pelrkara tanpa 

hulkulm karelna hakim dianggap melngeltahuli hulkulm (Iuls Culria 

Novit), jika hulkulm telrtullis tidak dapat ditelmulkan maka haruls 

 
22 Ibid, hlm.4-6 
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melnggali, melmantaul dan melmpellajari nilai-nilai hulkulm yang 

hidulp di dalamnya. masyarakat. 

 

b. Hakim belrsifat Pasif 

Hakim belrsifat pasif yang dimaksuld adalah bahwa lingkulp ataul 

lulasnya masalah yang diselngkeltakan yang diajulkan kelpada 

pelrtimbangan hakim pada hakelkatnya ditelntulkan olelh para pihak 

yang belrselngkelta dan bulkan olelh hakim. Sellain itul, para pihak 

belbas ulntulk melngakhiri pelrsellisihan melrelka yang tellah diselrahkan 

kelpada pelngadilan yang belrwelnang. Jika selbulah kelpultulsan tellah 

dibulat, hakim tidak belrwelnang melmultulskan para pihak ulntulk 

melngajulkan banding ataul kasasi.  

 

c. Sifat Telrbulkanya Pelrsidangan 

Sidang pelmelriksaan di pelngadilan pada asasnya adalah telrbulaka 

ulntulk ulmulm, yang belrarti selmula orang bolelh hadir ulntulk 

melnyaksikan pelrsidangan, melngamati alulr pelrsidangan hal ini 

belrtuljulan ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan hak asasi manulsia 

dalam bidnag pelradilan delngan melmpelrtanggulng jawabkan 

pelmelriksaan yang adil, tidak melmihak selrta pultulsan yang adil 

kelpada masyarakat kelculali ditelntulkan lain olelh Ulndang-ulndang 

dalam hal ini adalah pelrsidangan pelrcelraian dan pelrzinahan. 

 

d. Melndelngar Keldula Bellah Pihak (Auldi elt altelram Partelm) 

Para pihak yang melngikulti pelrsidangan melnulrult keltelntulan Hulkulm 

Acara Pelrdata haruls dipelrlakulkan sama dan tanpa bias, selmelntara 

pelngadilan melnulrult hu lkulm tidak melndiskriminasi orang kel orang, 

di mana keldula bellah pihak dibelri kelselmpatan yang sama ulntulk 

melnyatakan pelndapatnya, keldula bellah pihak haruls didelngar. 

 

e. Pultulsan haruls diselrtai alasan-alasan 
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Selmula pultulsan majellis hakim haruls melmulat alasan pultulsan yang 

melnjadi dasar pultulsan. Alasan ini dipelrselpsikan selbagai 

pelrtanggulngjawaban hakim atas pultulsannya kelpada masyarakat, 

selhingga melngandulng objelktivitas. Melngelnai hal ini Mahkamah 

Agulng dalam Pultulsanya melnyatakan “bahwa pultulsan yang tidak 

lelngkap ataul kulrang culkulp dipelrtimbangkan melrulpakan alasan 

ulntulk kasasi dan haruls dibatalkan.” 

 

f. Belracara Dikelnakan Biaya 

Belrpelrkara pelrdata dasarnya dikelnakan biaya. Biaya ini yaitul, 

biaya kelpanitelraan, biaya panggilan dan biaya matelrai.  

 

g. Tidak Ada Kelharulsan Melwakilkan 

HIR dan Rbg tidak melngharulskan para pihak u lntulk diwakili olelh 

orang lain, namuln para pihak julga dapat dibantu l ataul melwakilkan 

kelpada kulasanya. 

 

2.1.1.4 Kompetensi Pengadilan 

Dalam melngajulkan gulgatan kel Pelngadilan telrdapat aspelk kompeltelnsi 

yang haruls dipelrhatikan. Kompeltelnsi dapat diartikan selbagai 

kelwelnangan melngadili su latul pelngadilan. Artinya, sulatul pelngadilan 

barul dapat melmultuls sulatul pelrkara apabila selsulai delngan 

kompeltelnsinya ataul kelwelnangannya. Jadi, pelnting bagi para pihak 

u lntulk mellihat seljaulh mana kompelntelnsi ataul kelwelnangan sulatul 

pelngadilan selbellulm melmultulskan ulntu lk melngajulkan 

selngkelta/pelrkaranya kel pelngadilan. Selbab, apabila para pihak teltap 

melngajulkan selngkelta/pelrkaranya kel pelngadilan, seldangkan pelngadilan 

telrselbult tidak melmiliki kompeltelnsi ataul kelwelnangan ulntulk 

melngadilinya, maka selngkelta/pelrkara telrselbult dinyatakan “tidak dapat 

ditelrima”. 



21 

 

Khulsuls ulntulk pelrkara pelrdata,  kompeltelnsi pelngadilan dapat dibagi 

melnjadi 2 (dula) jelnis, yaitu l kompeltelnsi rellatif dan kompeltelnsi absolult 

yang akan dijellaskan selbagai belrikult:23 

1. Kompeltelnsi Absolult 

Kompeltelnsi Absolult diartikan kelwelnangan pelngadilan melngadili 

sulatul pelrkara/selngkelta yang didasarkan kelpada “objelk ataul matelri 

pokok pelrkaranya”. Ulntulk mellihat lelbih jaulh telrkait kompelntelnsi 

absolult telrselbult dapat dilihat dalam pelnjellasan Pasal 10 ayat (1) UlU l 

No. 14 Tahuln 1970 (saat ini tellah diulbah melnjadi UlUl No. 48 Tahuln 

2009 telntang Kelkulasaan Kelhakiman) selbagai belrikult. 

1. Didasarkan pada lingkulngan kelwelnangan; 

2. Masing-masing lingkulngan melmiliki kelwelnangan melngadili 

telrtelntul (divelrsity julrisdiction); 

3. Kelwelnangan telrtelntul telrselbult melnjadi kelwelnangan 

absolult (absolultel ju lrisdiction) pada masing-masing lingkulngan 

pelradilan selsulai delngan sulbjelk/matelrinya; 

4. Olelh karelna itul masing-masing lingkulngan pelngadilan hanya 

belrwelnang melngadili pelrkara/kasuls yg dilimpahkan UlUl 

kelpadanya. 

 

Seltidaknya telrdapat  4 (elmpat) jelnis pelngadilan apabila ditinjaul 

dari aspelk kompeltelnsi absolultnya:24 

1. Pelngadilan Nelgelri, yaitul pelngadilan yang belrwelnang ulntulk 

melmelriksa, melngadili dan melmultuls pelrkara pidana (ulmulm dan 

khulsuls) selrta pelrkara pelrdata (ulmulm dan khulsuls); 

2. Pelngadilan Tata Ulsaha Nelgara, yaitul pelngadilan yang 

belrwelnang melmelriksa, melngadili dan melmultuls pelrkara yang 

objelknya kelpultulsan (belschikking) yang belrtelntangan delngan 

 
23 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata: Dalam Teori 

Dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 17. 
24Ibid.hlm 20. 
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pelratulran-pelrulndang-ulndangan dan asas-asas ulmulm 

pelmelrintahan yang baik (AAUlB); 

3. Pelngadilan Agama, yaitul pelngadilan yang belrwelnang 

melmelriksa, melngadili dan melmultuls pelrkara belrhulbulngan 

delngan : pelrkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan 

elkonomi syari’ah; 

4. Pelngadilan Militelr, yaitul pelngadilan yang belrwelnang 

melmelriksa, melngadili dan melmultuls pelrkara pidana yang 

dilakulkan olelh prajulrit TNI. 

 

Kelwelnangan Pelngadilan Nelgelri melngadili pelrkara pelrdata 

melncakulp pelrkara pelrdata dalam belntulk Gulgatan dan Pelrmohonan. 

Gulgatan adalah pelrkara yang melngandulng selngkelta antara dula 

pihak ataul lelbih yang diselbult pelnggulgat dan telrgulgat, seldangkan 

Pelrmohonan adalah pelrkara yang tidak melngandulng selngkelta dan 

hanya ada satul pihak yang diselbult pelmohon. Pelrkara yang tidak 

melngandulng selngkelta diselbult julga delngan pelrkara valulntelr, 

seldangkan pelrkara yang melngandulng selngkelta diselbult pelrkara 

contelnsiuls. 

 

2. Kompeltelnsi Rellatif 

Kompeltelnsi rellatif diartikan kelwelnangan pelngadilan ulntulk 

melnangani/melngadili sulatul selngkelta/pelrkara didasarkan pada 

telmpat/lokasi/domisili para pihak yang belrselngkelta ataul didasarkan 

pada dimana objelk yang diselngkeltakan belrada.  Ataul delngan kata 

lain, kompeltelnasi rellatif adalah kelwelnangan pelngadilan ulntulk 

melnangani pelrkara selsu lai delngan wilayah hulkulm (yulrisdiksi) yang 

dimilikinya. Olelh karelna itul, para pihak dalam melngajulkan gulgatan 

ulntulk melmpelrhatikan dimana telmpat/lokasi/domisili para pihak 

selrta objelk yang diselngkeltakan, delngan tuljulan kompelntelsi rellatif 
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dari gulgatan yang diajulkan dapat ditelrima, dipelriksa selrta diadili 

olelh hakim.25 

 

Ulntulk melmelntulkan sulatul kompeltelnsi rellatif ini digulnakan 4 

(elmpat) asas: 

1. Gulgatan diajulkan di Pelngadilan dimana Telrgulgat 

belrdomisili (Actor selqulitulr forulm reli). Selbagai contoh, A 

belrselngkelta delngan B delngan alasan B bellu lm melngelmbalikan 

ulang A. dikarelnakan A belrkeliingikan melnggulgat B, maka A 

hanya dapat melngajulkan gulgatan di pelngadilan 

telmpat/lokasi/domisili dari si B selbagai Telrgulgat; 

2. Gulgatan diajulkan di mana belnda teltap yang melnjadi objelk 

selngkelta itul belrada (Forulm reli sitael).Selbagai contoh, A 

belrselngkelta kelpelmilikan tanah delngan B delngan objelk belnda 

tidak belrgelrak (tanah) di daelrah Kabulpateln Lampulng Barat. 

Apabila A ingin melngajulkan gulgatan telrhadap B, maka A 

harulsnya melngajulkan gulgatan bulkan belrdasarkan 

telmpat/lokasi/domisili dari B, akan teltapi gulgatan diajulkan 

dimana objelk tanah telrselbult belrada yaitul di Pelngadilan Nelgelri 

Liwa dikarelnakan objelk tanah belrada di daelrah Kabulpateln 

Lampulng Barat; 

3. Gulgatan diajulkan di salah satul pelngadilan telmpat tinggal 

Telrgulgat jika Telrgu lgat lelbih dari satul orang. Selbagai contoh, A 

belrselngkelta delngan B dan C dikarelnakan B dan C belrsama-

sama bellulm mellulnasi hultangnya belrdarkan pelrjanjian yang 

diselpakati belrsama. Dikarelnakan B telmpat/lokasi/domisilinya 

jaulh, maka A melngajulan gulgatan di pelngadilan 

telmpat/lokasi/domisili si B, delngan teltap melnarik C selbagai 

pihak yang digulgat karelna bellulm mellulnasi hultangnya. 

 
25Ibid, hlm. 24. 
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4. Gulgatan diajulkan di salah satul pelngadilan yang 

dipilih/diselpakati. Selbagai contoh, A dan B melmbulat pelrjanjian 

yang dimana melmilih Arbitrasel selbagai jelnis pelngadilan yang 

akan melnyellelsaikan pelrmasalahannya dikelmuldian hari apabila 

timbull selngkelta hulkulm. Akhirnya B mellanggar pelrjanjian yang 

diselpakati, akhirnya A melngajulkan gulgatan kel Pelngadilan 

Ulmulm, Namuln hal telrselbult tidaklah belnar, selbab B hanya bisa 

digulgat di Arbitrasel dikarelnakan tellah dipelrjanjian seljak awal. 

 

2.1.2 Sengketa Pertanahan 

2.1.2.1 Pengertian Sengketa Tanah 

Selngkelta tanah melrulpakan selngkelta yang timbull antara dula pihak ataul 

lelbih yang melyakini atau l tellah dilanggar olelh para pihak dalam 

kaitannya delngan pelnggu lnaan dan pelngulasaan hak atas tanah, dan 

disellelsaikan dalam pelrdelbatan ataul di pelngadilan.26 Selngkelta 

pelrtanahan dapat diartikan selbagai pelrbeldaan pelndapat melngelnai 

kelabsahaan sulatul hak, pelmbelrian hak atas tanah, dan pelndaftaran hak 

atas tanah telrmasulk pelmelliharaannya dan pelnelrbitan tanda bulkti 

haknya, antara pihak-pihak yang belrkelpelntingan maulpuln delngan 

pihak-pihak yang belrkelpelntingan delngan instansi di lingkulngan badan 

pelrtanahan nasional. 

 

Jadi selngkelta atas tanah melrulpakan belntulran kelpelntinan (conflict of 

intelrelst) di bidang pelrtanahan antara pihak yang satul delngan pihak 

lainnya, selbagai contoh antara pelrorangan delngan pelroranngan , 

pelrorangan delngan badan hulkulm, dan badan hulkulm delngan badan 

hulkulm.27 

2.1.2.2 Jenis-jenis Hak Atas Tanah 

Pasal 16 Ayat (1) UlUlPA melnyatakan bahwa telrdapat hak-hak atas 

tanah antara lain selbagai belrikult: hak milik; hak gulna ulsaha; hak gulna 

 
26 Sarjita, 2005, Sengketa Pertanahan, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka, hlm. 45. 
27Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan 

dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004), hlm. 34   
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bangulnan; hak pakai; hak selwa; hak melmbulka tanah; dan hak 

melmulngult hasil hultan. Jelnis-jelnis hak atas tanah diantaranya:28 

a. Hak Milik  

Hak milik melngandulng hak ulntulk mellakulkan ataul melmakai bidang 

tanah yang  belrsangku ltan ulntulk kelpelntingan apapuln. Hulbulngan 

yang ada bulkan hanya belrsifat kelpelmilikan saja, mellainkan belrsifat 

psikologis-elmosional. Hak milik hanya dipelrulntulkan ulntulk 

belrkelwarganelgaraan tu lnggal Indonelsia. Hanya tanah belrhak milik 

yang dapat diwakafkan. Hak ini adalah modell hak atas tanah yang 

telrkulat dan telrpelnulh. 

 

b. Hak Gulna Ulsaha 

Hak gulna ulsaha adalah hak ulntulk melngulsahakan langsulng tanah 

yang dikulasai   olelh Nelgara ulntulk ulsaha pelrtanian, pelrikanan, ataul 

peltelrnakan. 

 

c. Hak Gulna Bangulnan 

Hak gulna bangulnan adalah hak ulntulk melndirikan dan melmpulnyai 

bangulnan-bangulnan atas tanah yang bulkan miliknya selndiri ulntulk 

jangka waktul paling lama 30 tahuln dan dapat dipelrpanjang paling 

lama 20 tahuln. Hak gulna bangulnan dapat dipelrolelh olelh 

pelrorangan Indonelsia ataul badan hulkulm Indonelsia. Hak gulna 

bangulnan dapat dileltaki di atas tanah nelgara atau l tanah  hak milik. 

 

d. Hak Pakai 

Hak pakai adalah hak ulntulk melnggulnakan dan/ataul melmulngult 

hasil dari tanah yang dikulasai langsulng olelh Nelgara ataul milik 

orang lain. Namuln, hak telrselbult mulncull bulkan karelna pelrjanjian 

selwa ataul pelrjanjian pelngolahan tanah, baik warganelgara Indonelsia 

 
28 Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok 

Agraria. 
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maulpuln warganelgara asing dapat melmiliki hak pakai, belgitul pulla 

badan hulkulm Indonelsia dan badan hulkulm asing. 

 

 

 

e. Hak Melmbulka Tanah dan Melmulngult Hasil Hultan 

Hak melmbulka tanah dan melmulngult hasil hultan adalah hak ulntulk 

melmanfaatkan hasil su lmbelr daya alam olelh yang belrsangkultan 

 

2.1.2.3 Jenis-jenis Sengketa Tanah 

Selngkelta tanah diklasifikasikan melnjadi belbelrapa jelnis antara lain29: 

1. Kelpelmilikan atas tanah tanpa hak, yaitul pelrbeldaan pelngakulan, nilai 

ataul pelndapat, kelpelntingan telntang keladaan pelngulasaan atas 

selbidang tanah telrtelntu l yang tidak dijamin ataul dijamin delngan hak 

(milik belrsama), ataul hak yang dijamin olelh pihak telrtelntul.  

2. Selngkelta batas, yaitul selngkelta, kelpelntingan nilai yang belrkaitan 

delngan leltak, batas dan lulas tanah yang diaku li olelh satul pihak, 

diteltapkan olelh Kelmelntelrian Pelrtanahan, Prasarana, dan 

Pelrhulbulngan Relpulblik Indonelsia dan masih dalam prosels 

pelneltapan batas.  

3. Selngkelta waris, yaitu l pelrbeldaan pelrselpsi, nilai ataul pelndapat, 

pelrbeldaan kelpelntingan melngelnai statuls pelngulasaan atas tanah 

telrtelntul yang belrasal dari warisan.  

4. Selrtifikat ganda, Pelrbeldaan pelrselpsi, nilai ataul pelndapat ataul 

kelpelntingan atas selbidang tanah telrtelntul yang dimiliki olelh dula 

ataul lelbih selrtifikat kelpelmilikan tanah  

5. Kelkellirulan pelnulnjulkan batas, yaitul Pelrsellisihan melngelnai leltak, 

batas-batas, dan lulas tanah yang diakuli olelh salah satul pihak, selrta 

nilai kelpelntingannya, diteltapkan olelh Kelmelntelrian Pelrtanahan, 

Prasarana, dan Pelrhu lbulngan Relpulblik Indonelsia atas dasar 

keltidaktelpatan alokasi batas.  

 
29 Sarjita, 2005, Sengketa Pertanahan, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka, hlm.51. 



27 

 

6. Tulmpang tindih, yaitul keltidakselpakatan melngelnai leltak, batas dan 

lulas tanah  yang diakuli olelh pihak telrtelntul selhulbulngan delngan 

tulmpang tindih pelngulasaan tanah. 

 

2.1.3 Waris 

Hulkulm waris adalah selbulah hulkulm yang melngatulr telntang pelmbagian 

harta selselorang yang tellah melninggal kelpada ahli waris ataul kellularga 

yang belrhak. Di Indonelsia, hulkulm waris yang belrlakul ada 3 yakni, 

hulkulm adat, hulkulm waris Islam dan hulkulm pelrdata. pelnelrapannya 

kelpada non mulslim maka hulkulm yang digulnakan adalah Hulkulm 

Pelrdata, seldangkan ulntulk mulslim maka yang digulnakan Hulkulm Islam. 

Prinsip Pelmbagian Waris melnulrult Hulkulm Pelrdata Hulkulm waris diatulr 

dalam Bulkul II KUlHPelrdata.30 

 

Pasal yang melngatulr telntang waris selbanyak 300 pasal, yang dimullai 

dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUlHPelrdata. Disamping itul waris julga 

diatulr pada Inprels no. 1 Tahuln 1991. Hulkulm waris adalah hulkulm yang 

melngatulr melngelnai kelkayaan selselorang seltellah ia melninggal, 

melngelnai bagaimana melmindahkan kelkayaan selselorang seltellah ia 

tiada. 

 

Telrdapat tiga ulnsulr pada warisan yakni adanya pelwaris, adanya ahli 

waris; dan harta warisan. Harta warisan adalah belrulpa hak dan 

kelwajiban yang dapat dinilai delngan ulang. Dalam Pasal 830 

KUlHPelrdata yang ditelntulkan selbagai ahli waris adalah: 

a. para kellularga seldarah, baik syah maulpuln lular kawin (Pasal 852 

Pelrdata); 

b. Sulami ataul istri yang hidulp telrlama Belrdasarkan pelnafsiran ahli 

waris melnulrult UlUl dibagi keldalam 4 (elmpat) golongan: 

1) Golongan pelrtama, telrdiri dari sulami/istri dan keltulrulnannya; 

 
30 Zainudin Ali, “Hukum Pewarisan”. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm 24 
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2) Golongan keldula, telrdiri dari orang tula, sauldara, dan keltulrulnan 

sauldara; 

3) Golongan keltiga, telrdiri dari sanak kellularga lain-lainnya; 

4) Golongan kelelmpat, telrdiri dari sanak kellularga lainnya dalam 

garis melnyimpang sampai delngan delrajat kelelnam.31 

 

2.1.4 Gugatan 

2.1.4.1 Pengertian Gugatan  

Gulgatan adalah sulatul tulntultan hak yang diajulkan olelh pelnggulgat 

kelpada telrgulgat di pelngadilan. Dalam hulkulm acara pelrdata ulmulmnya 

telrdapat 2 (dula) pihak ataul lelbih yang melmpelrtahankan haknya dari 

orang lain, yaitul pihak pelnggulgat dan telrgulgat.32 Hulkulm Acara Pelrdata 

belrfulngsi selbagai hulkulm ulntulk melnelgakkan, mellindulngi dan 

melmastikan kelpatulhan telrhadap hulkulm matelrill dalam praktelk mellaluli 

pelrantara pelradilan. Pada dasarnya Hulkulm acara pelrdata dapat dibagi 

dalam tiga tahap, yaitul tahap pelndahullulan, tahap pelnelntulan dan tahap 

pellaksanaan.33 

 

1. Tahap pelndahullulan melrulpakan tahap selbellulm program 

pelnyaringan, pada tahap ini digulnakan ulntu lk melmpelrsiapkan 

selgala selsulatulnya gulna pelmelriksaan pelrkara di sidang pelngadilan. 

Yang telrmasulk tahap pelndahullulan dalam hulkulm acara pelrdata 

antara lain: pelncatatan pelrkara dalam daftar olelh panitelra, 

pelneltapan pelrselkot biaya pelrkara dan pelneltapan belrita acara selcara 

prodelo, pelneltapan hari sidang, panggilan telrhadap pihak-pihak, 

melmajulkan pelrmohonan pelnyitaan jaminan dan pelncabultan 

gulgatan. 

 

 
31 Ibid. hlm. 26 
32 Maria Rosalina,dkk. “Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri”.dalam Jurnal 

Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3,2022. hlm.782 https://jurnal.uisu.ac.id 

/index.php /alhikmah/a rticle/download/5954/4402 
33 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 

Indonesia, hlm. 13. 
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2. Tahap pelnelntulan, melrulpakan tahapan yang belrkaitan delngan 

prosels pelrtimbangan pelrkara di sidang pelngadilan, mullai dari 

pelmelriksaan pelristiwanya dalam jawaban (gulgatan, jawab, relplik, 

dulplik) pelmbulktian pelristiwa sampai pada pelngambilan kelpultulsan 

olelh hakim. 

 

3. Tahap pellaksanaan yaitul langkah ulntulk melngelkselkulsi pultulsan 

hakim yang suldah belrkelkulatan hulkulm teltap. Pada tahap pelneltapan 

hakim selbagai pellanggar hulkulm, hakim mellaku lkan 3 (tiga) tulgas 

pokok dalam melmelriksa dan melnyellelsaikan selngkelta di pelngadilan 

yaitul: 

a. Melngkonstatasi pelristiwa konkrelt, yang dimaksuld delngan 

melngkonstatasi ialah  melneltapkan ataul melrulmulskan pristiwa 

konkrit delngan jalan melmbulktikan pelristiwa hulkulmnya.  

b. Melngkulalifikasi melrulpakan melneltapkan pelristiwa hulkulmnya 

dari pelristiwa yang tellah dikonstatir.  

c. Melngkonstitulsi adalah tahap ulntulk melneltapkan hulkulmnya atau l 

hulkulmannya delngan melmbelrikan keladilan dalam sulatul 

pultulsan.34 

 

Langkah pelrtama culkulp pelnting karelna melrulpakan langkah yang akan 

melnelntulkan langkah sellanjultnya. Pada tahap pelrtama ini, yang ultama 

adalah melngirimkan pelngadulan dari pelnggulgat kelpada telrgulgat. 

Pelrmohonan gulgatan adalah pelrmohonan yang diajulkan olelh 

pelnggulgat kelpada keltula pelngadilan yang belrwelnang, yang belrisi 

gulgatan telntang hak belrselngkelta dan melnjadi dasar pelrtimbangan 

pelrkara. Gulgatan adalah su latul tulntultan selselorang ataul belbelrapa orang 

sellakul pelnggulgat yang belrkaitan delngan pelrmasalahan pelrdata yang 

melngandulng selngkelta antara dula pihak ataul lelbih yang diajulkan 

kelpada Keltula Pelngadilan Nelgelri dimana salah satul pihak selbagai 

 
34 Ibid, hlm 14 
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pelnggulgat ulntulk melnggulgat pihak lain selbagai telrgulgat.35 Gulgatan 

dalam hulkulm acara pelrdata biasanya melmpulnyai 2 (dula) pihak ataul 

lelbih, yaitul antara pelnggulgat dan telrgulgat, dalam hal ini gulgatan 

biasanya telrjadi karelna telrgulgat tellah mellanggar hak dan kelwajibannya 

selhingga melnimbullkan kelrulgian dari pelnggulgat. Gulgatan biasanya 

telrjadi seltellah telrgulgat mellakulkan pellanggaran telrhadap hak dan 

kelwajibannya yang melnimbullkan kelrulgian bagi pelnggulgat dan 

telrgulgat tidak maul delngan sulkarella mellaksanakan hak dan kelwajiban 

yang diminta olelh pelnggulgat, selhingga akan timbull selngkelta hak dan 

kelwajiban antara pelnggulgat dan telrgulgat.36 

 

2.1.4.2 Syarat-Syarat Gugatan  

Sulatul gulgatan yang diaju lkan olelh pelnggulgat dapat ditelrima olelh 

pelngadilan jika tellah melmelnulhi syarat-syarat ataul keltelntulan-keltelntulan 

yang ada dalam HIR maulpuln RBg. Adapuln syrat-syarat ataul keltelntulan 

antara lain selbagai belrikult:  

a. Syarat formal  

1) Telmpat dan tanggal pelmbulatan sulrat gulgatan; 

2) Matelrai; 

3) Tanda tangan pelnggulgat ataul kulasa hulkulmnya. 

b. Syarat Sulbstansial  

1) Idelntitas para pihak yang belrpelrkara; 

2) Idelntitas kulasa hulkulm. 

 

Dalam sulatul gulgatan julga haruls telrdapat posita/fulndamelntulm peltelndi 

yang melrulpakan inti pelrkara yang melmulat pelrtanyaan-pelrtanyaan yang 

melnelgaskan hulbulngan hulkulm antara satul pihak selbagai pelnggulgat dan 

pihak lain selbagai pokok selngkelta. Harulslah telrdapat hulbulngan hulkulm 

antara Pelnggulgat delngan Telrgulgat selrta hulbulngan Telrgulgat delngan 

okjelk selngkelta pada selgi yang lain. Posita telrdiri atas dula bagian antara 

lain: 

 
35 H. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia,2015), hlm.1. 
36 Sarwono, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 31. 
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1. Bagian yang melngulraikan telntang keljadian ataul pelristiwanya 

(felitellijkel grondeln); 

2. Bagian yang melngulraikan telntang dasar hulkulmnya 

(relchtsgrondeln). 

 

Dalam posita Pelnggulgat haruls jellas dan melnyelbultkan telntang:  

1) Objelk Pelrkara  

Dalam pelrmohonan pokok pelrkara selngkelta melrulpakan masalah 

yang sangat pelnting yang pelrlul dijellaskan selcara jellas dan rinci baik 

melngelnai leltak, batas leltak tanah dan selgala yang melnyangkult. 

pokok pelrmasalahan yang diselngkeltakan olelh para pihak. Karelna 

bilamana telrnyata objelk pelrkaranya tidak dijellaskan selcara rinci 

ataul tidak jellas, maka jika gulgatannya dikabu llkan dan itul akan 

melnyullitkan pelngelskselkulsiannya. 

 

2) Fakta Hulkulm 

Fakta hulkulm adalah melnggambarkan pelristiwa hulkulm yang 

dipelrselngkeltakan olelh para pihak yang belrselngkelta dan yang 

telrnyata melnimbullkan kelrulgian para pihak. Fakta hulkulm di sini 

selringkali melnulnjulkkan kasuls yang selbelnarnya dihadapi olelh para 

pihak yang belrselngkelta. Pelrkara di mana pihak-pihak yang 

belrselngkelta timbull karelna sulatul kelselpakatan antara para pihak, 

biasanya apabila salah satul pihak lalai mellakulkan pelrbulatan yang 

tellah ditelntulkan melnu lrult pelrikatan, dalam hulbulngan hulkulm itul 

wanprelstasi kelmuldian melrulgikan salah satul pihak. 

 

3) Kulalifikasi Pelrbulatan Telrgulgat  

Dalam sulrat gulgatan pelnggolongan pelrbulatan telrgulgat ataul 

masing-masing telrgulgat sangat pelnting karelna dinyatakan bahwa 

jangan sampai pelrbu latan para telrgulgat itul tellah melrulgikan 

pelnggulgat ,telrgulgat dapat lelpas dari gulgatannya. Telrultama telntang 

selbab akibat yang ditimbullkan olelh pellanggaran-pellanggaran yang 
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dilakulkan olelh para telrgulgat. Kulalifikasi pelrbulatan telrgulgat haruls 

dilakulkan selcara celrmat dan rinci, karelna kelsalahan idelntifikasi 

pelrbulatan telrgulgat akan melngakibatkan gulgatan tidak telrbulkti dan 

di pelngadilan, hakim dapat melnyatakan bahwa pelrbulatan yang 

diajulkan pelnggulgat tidak sah sellulrulhnya atau l selbagian karelna 

pelrbulatan hulkulm telrselbult tidak telrbulkti selhingga akan melrulgikan 

pelnggulgat. 

 

4) Ulraian Kelrulgian 

Ulraian telntang kelru lgian yang didelrita pelnggulgat, akibat 

pellanggaran hulkulm yang dilakulkan olelh telrgulgat haruls diulraikan 

selcara rinci baik kelrulgian matelril maulpuln formil,delngan nominal 

yang jellas diselrtai delngan bulkti yang akulrat. Seldangkan kelrulgian 

moral pada ulmulmnya dipelrkirakan melnulrult kelduldulkan dan statuls 

selselorang dalam masyarakat, bila kelduldulkan dan statuls selselorang 

dalam masyarakat relndah, maka kelrulgian yang diminta pada 

ulmulmnya julga tidak tinggi. 

 

5) Bulnga dan Delnda 

Dalam peltitulm dalam gulgatan, sellain julmlah yang telrultang olelh 

telrgulgat, julmlah bulnga dan delnda atas keltelrlambatan pelmbayaran 

selbagaimana telrcantulm dalam pelrjanjian telrtullis yang diselpakati 

keldula bellah pihak haruls selcara jellas dinyatakan selbagai julmlah 

nominal. Karelna apabila dalam pelrmohonan hanya melnyelbultkan 

julmlah yang haruls dibayar olelh telrgulgat tanpa melnyelbultkan 

belsarnya bulnga dan delnda, maka hakim dalam pultulsannya tidak 

belrwelnang lagi ulntulk melnyelbultkan belsarnya bulnga dan delnda 

telrselbult. 

 

6) Peltitulm 

Peltitulm adalah gulgatan ultama dalam sulatul gu lgatan pelnulntultan 

yang melmulat ulnsulr-ulnsulr gulgatan yang diajulkan olelh pelnggulgat 
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kelpada Hakim agar telrgulgat dapat dihulkulm belrdasarkan tulntultan 

yang diajulkan olelh pelnggulgat. Dalam gulgatan yang diajulkan olelh 

pelnggulgat. Peltitulm adalah syarat ultama gulgatan, bahwa gulgatan 

yang diajulkan olelh pelnggulgat haruls jellas dan selmpulrna.Tulntultan 

tambahan dalam peltitulm selpelrti praktik ulmu lmnya, pelnggulgat 

melmohon kelpada hakim bahwa telrgulgat melnanggulng hulkulman 

ulntulk melmbayar biaya pelrkara dan pultulsan pelngadilan dapat 

selgelra dilaksanakan selcara selrta melrta, yaitul pultulsan yang dapat 

dilaksanakan telrlelbih dahullul walaulpuln ada ulpaya hulkulm lain dari 

pihak lawan yang dikalahkan dalam pelrsidangan belrulpa banding 

ataul kasasi.37 

 

2.1.4.3 Petitum  

Peltitulm gulgatan adalah belrisi telntang pelrmintaan-pelrmintaan yang 

diajulkan olelh pelnggulgat kelpada hakim/pelngadilan, belrkaitan delngan 

adanya belrbagai pelrtimbangan hulkulm, yang tellah diulraikan dalam 

posita.38 Olelh karelna itul peltitulm haruls dirulmulskan selcara jellas dan 

telgas (Pasal 8 Rv).39 Tulntultan yang kulrang jellas ataul tidak selmpulrna 

dapat belrakibat tidak dapat ditelrimannya tulntultan telrselbult, delmikian 

pulla gulgatan yang belrisi pelrtanyaan-pelrtanyaan yang belrtelntangan satul 

sama lain ataul diselbult (abscululr libell) gulgatan tidak jellas dan tidak 

dapat dijawab delngan muldah olelh pihak telrgulgat, selhingga 

melnyelbabkan gulgatan ditolak yang belrakibat tidak ditelrimanya 

gulgatan telrselbult.40 Dalam pelraktelk pelradilan tulntultan dapat dibagi: 

a. Tulntultan pokok ataul tulntultan primelr yang melrulpakan tulntatan 

yang selbelnarnya atau l  apa yang diminta olelh pelnggulgat yang 

dijellaskan dalam posita dalam gulgatan; 

 
37 Ibid. hlm.54 
38 Enjang Nursolih. Analisis Penyusnan Surat Gugatan (Jurnal Universitas Galuh Vol 7 No. 

1.2019) hlm.92 https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/2142/1716 

.Diakses pada 14 Juni 2023 
39 Sophar Maru Hutagalung, Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di 

Pengadilan), (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm.22 
40 Fauzie Yusuf Hasibuan, Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di 

Pengadilan Negeri). ( Jakarta: Fauzie & Partners, 2007).hlm.2 
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b. Tulntultan tambahan, yaitul bulkan tulntultan pokok yang langsulng 

belrhulbulngan delngan pokok pelrkara namuln melrulpakan tulntultan 

pellelngakap dari tulntultan pokok, tulntultan tambahan belrwuljuld. 

1) Tulntultan pelnggulgat agar telrgulgat dihulkulm ulntulk melmbayar 

biaya pelrkara; 

2) Tulntultan ulitvoelrbaar bij voorraad yaitul tulntultan agar pultulsan 

dapat dilaksanakan lelbih dahullul (pultulsan selrta melrta) melskipuln 

ada pelrlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktelk 

pelrmohonan ulitvoelrbaar bij voorraad selring dikabullkan, 

namuln delmikian mahkamah agulng melnginstrulksikan agar 

hakim jangan selcara muldah; 

3) Tulntulan agar telrgulgat dihulkulm ulntulk melmbayar bulnga 

(moratair) apabila tulntultan yang diminta olelh pelnggulgat 

belrulpa seljulmlah ulang telrtelntul; 

4) Tulntultan agar telrgu lgat dihulkulm ulntulk melmbayar ulang paksa 

(dwangsom), apabila hulkulman itul tidak belrulpa pelmbayaran 

seljulmlah ulang sellama ia tidak melmelnulhi isi pultulsan; 

5) Dalam hal pultulsan celrai selring julga diselbult tulntultan melnafkahi 

bagi istri dari sulami (Pasal 59 ayat (2), 62,65 HOCI, Pasal 213, 

229 BW) ataul pelmbagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 

BW). 

c. Tulntultan Sulbsidelr ataul pelngganti, Tulntultan ini diajulkan dalam 

rangka melncelgah apabila tulntultan pokok dan tambahan tidak 

ditelrima olelh hakim. Biasanya tulntultan sulbsidelr ini belrbulnyi “Elx 

Aelqulo Elt Bono” yang artinya hakim melngadili melnulrult keladilan 

yang belnarataul mohon pultulsan yang seladil-adilnya. 

 

2.1.4.4 Prinsip Dasar Gugatan 

Dalam praktik pelngadilan, tidak ada peldoman standar telntang telknik 

pelnullisan gulgatan, hal ini diselbabkan olelh banyaknya kasuls yang 

belrbelda dan prelfelrelnsi pelnggulgat ataul pelngacara pelnggulgat ulntulk 

melnullis gulgatan, olelh karelna itul, Abdull Manan melnjellaskan dalam 
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bulkulnya bahwa Hulkulm Acara Pelrdata melnganult belbelrapa prinsip 

dasar dalam melnyulsuln gu lgatan, hal ini dilakulkan karelna tidak selmula 

konflik dapat diajulkan kel mulka pelngadilan. Belrikult ini belbelrapa 

prinsip dasar dalam melnyu lsuln gulgatan pelrdata, yaitul: 41 

 

a. Ada dasar hulkulm 

Pelntingnya dasar hu lkulm dalam pelnyulsulnan sulrat gulgatan 

dipelrlulkan ulntulk melyakinkan hakim bahwa pelristiwa telrselbult 

belnar-belnar telrjadi selhingga melnimbullkan kelrulgian dan bulkan 

selkeldar selnsasi dari pelnggulgat. Sulatul gulgatan tanpa dasar hulkulm 

telntul akan tidak ditelrima olelh hakim dalam su latul prosels hulkulm, 

karelna dasar hulkulm inilah yang melnjadi dasar pultulsan yang 

diambilnya. Dasar hulkulm ini dapat belrulpa pelratulran pelrulndang-

ulndangan, doktrin-doktrin, praktik pelngadilan dan kelbiasaan yang 

suldah diakuli selbagai dasar hulkulm.42Selbab, dalam melmultulskan 

pelrkara selcara bijak, hakim akan belrpelgang telgulh pada tiga hal, 

yaitul: kelpastian hulkulm (relchtssichelrhelit), kelmanfaatan 

(zwelckmassigkelit), dan keladilan (gelrelchtigkelit).43 

 

b. Posita haruls selsulai delngan peltitulm 

Dalam melnyulsuln posita ataul celrita telntang duldulk pelrkara, haruls 

telrstrulktulr delngan asas-asas hulkulm yang sistelmatis, logis dan 

objelktif. Posisi yang tidak sistelmatis dan belrtelntangan melmbulat 

gulgatan yang diajulkan pelnggulgat melnjadi kabulr (obscululr libell). 

Seldangkan peltitulm ataul tulntultan haruls jellas dan tidak bolelh 

belrtelntangan delngan posita gulgatan. Gulgatan yang positanya 

belrtelntangan delngan peltitulm dapat pulla dikatelgorikan selbagai 

gulgatan yang kabulr (obscululr libell).44 

 
41 Abdul Manan., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta 

:Kencana 2008).hlm 17. 
42 Jeremeis lemek, Penuntun Membuat Gugatan, (Yogyakarta ; Liberty,1993), hal. 7 
43 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ,(Yogyakarta : Liberty, 2002) , hal.134 
44 R. Soeroso. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. (Jakarta : 

Sinar Grafika. , 2009) hlm. 28 
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c. Ada kelpelntingan dan klasifikasi hulkulm 

Delngan adanya klasifikasi hulkulm, maka sulatul pelrkara dapat 

digolongkan selbagai pelristiwa pelrdata ataul pidana dan melnelntulkan 

apakah pelrkara telrselbu lt akan dibawa kel Pelngadilan Agama ataul 

Pelngadilan Nelgelri. 

 

d. Belrsifat pelrselngkeltaan  

Apabila sulatul pelrsellisihan tidak dapat disellelsaikan selcara damai, 

pelnggulgat dapat melngajulkan pelrmohonan kel pelngadilan selbagai 

pihak yang belrwelnang ulntulk melnyellelsaikan pelrsellisihan telrselbult. 

Namuln, pelngadilan hanya diwajibkan ulntu lk melngadili dan 

melnyellelsaikan kasuls-kasuls yang diselngkeltakan. Seldangkan dalam 

pelrkara yang belrsifat volulntair (pelrmohonan), pelngadilan hanya 

dibelnarkan melmelriksa pelrkara yang ditelntulkan olelh pelrulndang-

ulndangan yang belrlaku l. 

  

e. Melngelrti hulkulm formil dan matelriil  

Keltika melngulasai hulkulm formil dan matelrill, akan lelbih muldah 

bagi pihak yang belrselngkelta ulntulk melmpelrtahankan argulmeln yang 

melnjadi dasar pelrkara di pelngadilan, telrultama melngelnai hal 

belrargulmelntasi dan pelmbulktian. Namuln, jika ada orang yang 

melnggulgat dan tidak melmahami hulkulm baik formil maulpuln 

matelrill, maka dalam Pasal 119 H.I.R. dan Pasal 143 R.Bg 

ditelrangkan, keltula pelngadilan belrwelnang melmbelrikan naselhat dan 

bantulan kelpada pelnggu lgat ataul wakilnya delngan tuljulan agar pihak 

yang belrselngkelta tidak melngalami kelsullitan dalam melnyulsuln sulrat 

gulgatan. dalam bulkulnya Jelrelmelis Lelmelk melnambahkan posita 

haruls selsulai delngan peltitulm. 

 

f. Dibulat selcara singkat, padat dan jellas 
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Gulgatan haruls singkat, teltapi julga ringkas dan muldah dimelngelrti. 

Singkatnya, prinsip aju ldikasi selbagaimana diulraikan di atas tidak 

bolelh diabaikan. Ringkas adalah pelnggulnaan bahasa Indonelsia 

yang sangat baik, telpat, baik dan telpat. Melnullis kasuls yang singkat, 

padat, dan jellas dapat dilakulkan delngan melngkatelgorikan fakta 

abstrak dan ulmulm kel dalam topik yang konkrelt. Hal ini dilakulkan 

karelna tidak selmula keljadian itul melmpulnyai rellelvansi ataul belrnilai 

yulridis. 

 

2.1.4.5 Gugatan Tak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) 

Gulgatan tidak dapat ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard) adalah 

gulgatan yang dilayangkan melngandulng cacat formil, selpelrti elrror in 

pelrsona, obscululr libell, tidak belrdasarkan kompeltelnsi absolult ataul 

rellatif. Hal telrselbult telrkait delngan cacat formil, bahwa telrdapat 

belrbagai cacat formil yang mulngkin mellelkat dalam gulgatan, antara 

lain, gulgatan yang ditandatangani kulasa belrdasarkan sulrat kulasa yang 

tidak melmelnulhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. 

SElMA No. 4 Tahuln 1996, gulgatan tidak melmiliki dasar hulkulm, 

gulgatan elrror in pelrsona dalam belntulk diskulalifikasi ataul plulriulm litis 

consortiulm, melngandulng cacat obscululr libell, ataul mellanggar yulridiksi 

(kompeltelnsi) absolult ataul rellatif.45 

 

Pultulsan tidak dapat ditelrima ataul pultulsan NO (nielt ontvankellijkel 

velrklaard) yaitul ada cacat formil yang mellelkat pada gulgatan selpelrti 

gulgatan yang ditandatangani kulasa belrdasarkan sulrat kulasa yang tidak 

melmelnulhi syarat selsulai dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SElMA No. 

4 Tahuln 1996. Syarat telrselbult yaitul: 

1. Gulgatan tidak melmiliki dasar hulkulm 

2. Gulgatan elrror in pelrsona dalam belntulk diskulalifikasi 

ataul plulriulm litis consortiulm 

 

45 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 31. 
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3. Gulgatan melngandulng cacat ataul obscululr libell 

4. Gulgatan mellanggar yu lrisdiksi absolult ataul rellatif. 

 

Dalam pelrsoalan gulgatan yang melngandulng cacat formil, pultulsan yang 

dijatulhkan haruls delngan jellas dan telgas melncantu lmkan dalam amar 

pultulsan. 

 

Dasar pelmbelrian pultulsan tidak ditelrima dapat dilihat dalam 

Yulrispruldelnsi MA RI No. 1149/K/sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. 

Pultulsan MA RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agulstuls 1973 Jo. 

Pultulsan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang 

melnyatakan bahwa telrhadap objelk gulgatan yang tidak jellas, maka 

gulgatan tidak dapat ditelrima. Ulntulk melnghindari pultulsan tidak 

ditelrima, ada belbelrapa cara ulntulk melnghindarinya, yaitul: 

1. Pelnyampaian informasi kelpada pelnyulsuln gulgatan haruls lelbih jellas 

dan deltail agar gulgatannya tidak NO. jika gulgatan dipultuls NO, 

akan melrulgikan pihak pelnggulgat karelna suldah lellah belrpelrkara, 

melngellularkan banyak biaya, yang pada akhirnya gulgatan haruls 

diullang delngan gulgatan barul. 

2. Telliti jika saat melngajulkan gulgatan. Keltahuli sellulrulh pihak-pihak 

selcara selksama dan melmasulkkan selbagai pihak dalam gulgatan agar 

tidak ada yang telrtinggal, telrmasulk julga telrhadap objelk gulgatan 

agar jellas idelntitasnya, yang di dalamnya ada objelk tanah agar 

batas-batas dan pelnyandingnya jellas dan tidak telrjadi kelsalahan 

objelk. 

 

Keltika hakim melmultulskan pultulsan tidak ditelrima di tingkat manapuln, 

pelrkara telrselbult dapat digulgat kelmbali delngan pelrkara yang sama. 

Namuln, jika pultulsan banding suldah masulk kel matelri pelrkara, maka 

su ldah melnjadi pultulsan yang belrkelkulatan teltap dan tidak dapat diajulkan 

gulgatan barul delngan matelri gulgatan yang sama. Jika kelmuldian ada 

u lpaya ulntulk melngajulkan gulgatan delngan gulgatan dan pihak yang 
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sama, hal telrselbult dapat telrjadi karelna dalam Pasal 10 ayat (1) UlUl No. 

48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan Kelhakiman melnyatakan, bahwa 

Pelngadilan dilarang melnolak pelrkara yang diajulkan kelpadanya, akan 

teltapi pelrbulatan itul dapat didulga suldah masulk dalam pelnyellulndulpan 

hulkulm dan gulgatan telrselbult selharulsnya ditolak. Hal ini dikarelnakan, 

su ldah jellas ada keltelntulan-keltelntulan yang melngatulr telntang “telrhadap 

kasuls dan pihak yang sama, tidak bolelh diajulkan ulntulk keldula kalinya” 

ataul nel bis in idelm, selhingga, telrgulgat hanya pelrlul melmpelrsiapkan 

bulkti-bulkti dokulmeln bahwa gulgatan yang dilakulkan pelnggulgat adalah 

gulgatan yang pelrnah diaju lkan dalam kasuls yang sama. 

 

2.1.5 Putusan Pengadilan 

2.1.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan 

Melnulrult  Bab I Pasal 1 Angka (5) Rancangan Ulndang-Ulndang Hulkulm 

Acara Pelrdata Tahuln 2006 pelngelrtian pultulsan pelngadilan, yaitul:46 

 

“Pultulsan pelngadilan adalah pultulsan hakim yang ditulangkan dalam 

belntulk telrtullis dan diulcapkan di pelrsidangan yang telrbulka ulntulk 

u lmulm selrta belrtuljulan u lntulk melnyellelsaikan dan/ataul melngakhiri 

gulgatan”. 

 

Pultulsan Sella adalah pultulsan yang diadakan selbellulm hakim melmultuls 

pe lrkaranya, yaitul yang melmulngkinkan ataul melmpelrmuldah kellanjultan 

pe lmelriksaan pelrkara. Jadi, pultulsan sella ini diambil olelh hakim selbellulm ia 

melnjatulhkan pultulsan akhir. Belrdasarkan Pasal 185 HIR/196 RBg, pultulsan 

sella adalah pultulsan yang bu lkan melrulpakan pultulsan akhir walaulpuln haruls 

diulcapkan dalam pelrsidangan, tidak dibulat selcara telrpisah mellainkan hanya 

telrtullis dalam belrita acara pelrsidangan saja dan keldula bellah pihak dapat 

melminta sulpaya kelpadanya dibelri salinan yang sah dari pultulsan itul delngan 

ongkos selndiri. 

 

 
46 Bab I Pasal 1 Angka (5) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006 

pengertian putusan pengadilan. 
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2.1.5.2 Jenis-Jenis Putusan Akhir  

a) Pultulsan Kondelmnator 

Pultulsan yang belrsifat melnghulkulm. Hulkulman dalam pelrkara 

pelrdata belrbelda dalam hulkulman pelrkara pidana. Dalam pelrkara 

pelrdata, hulkulman artinya kelwajiban ulntulk melmelnulhi prelstasi yang 

dibelbankan olelh hakim. 

 

b) Pultulsan Delklarator  

Kelpultulsan yang melneltapkan hulkulm ataul hanya melnelgaskan atulran 

hulkulm.  

 

c) Pultulsan konstitultif  

Pultulsan yang belrsifat melnghelntikan keladaan hulkulm lama ataul 

melnimbullkan keladaan hulkulm barul. Dalam pultulsan ini sulatu l 

keladaan hulkulm telrtelntul dihelntikan, ataul ditimbullkan sulatul 

keladaan hulkulm barul. 

 

2.1.5.3 Isi Putusan Akhir  

a) Gulgatan tidak dapat ditelrima 

Pultulsan pelngadilan telrhadap gulgatan yang melngandulng cacat 

formil ataul cacat hulkulm. 

 

b) Gulgatan dikabullkan  

Dikabullkannya sulatul gulgatan adalah delngan syarat bila dalil 

gulgatnya dapat dibulktikan olelh pelnggulgat selsulai alat bulkti 

selbagaimana diatulr dalam Pasal 1865 Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Pelrdata (“KUlHPelrdata”) Dikabullkannya gulgatan ini puln 

ada yang dikabullkan selbagian, ada yang dikabullkan sellulrulhnya, 

ditelntulkan olelh pelrtimbangan majellis hakim. 

 

c) Gulgatan ditolak  

Melnyelbultkan bahwa bila pelnggulgat dianggap tidak belrhasil 

melmbulktikan dalil gulgatannya, akibat hulkulm yang haruls 
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ditanggulngnya atas kelgagalan melmbulktikan dalil gulgatannya 

adalah gulgatannya melsti ditolak sellulrulhnya. Jadi, bila sulatul 

gulgatan tidak dapat dibulktikan dalil gulgatannya bahwa telrgulgat 

patult dihulkulm karelna mellanggar hal-hal yang disampaikan dalam 

gulgatan, maka gulgatan akan ditolak.47 

 

2.2 Profil Instansi  

2.2.1 Deskripsi Instansi  

Pelngadilan Nelgelri Liwa Kellas II yang belrkelduldulkan di Jalan Radeln 

Intan Kellulrahan Way Melngakul, Kelcamatan Balik Bulkit, Kota Liwa, 

Kabulpateln Lampulng Barat.  

 

Pelngadilan Nelgelri Liwa melrulpakan salah satul pelradilan ulmulm yang 

belrada dibawah Pelngadilan Tinggi Tanjulngkarang yang belrtulgas 

melnelrima, melmelriksa, dan melmultuls selrta melnyellelsaikan pelrkara pada 

tingkat pelrtama delngan daelrah hulkulm mellipulti 2 (du la) kabulpateln yaitul 

Kabulpateln Lampulng Barat dan Kabulpateln Pelsisir Barat. Seliring 

delngan Visi dan Misi Mahkamah Agulng maka Visi dan Misi 

Pelngadilan Nelgelri Liwa Kellas II selbagai belrikult. 

 

Visi  : “Melwuljuldkan Pelngadilan Nelgelri Liwa Yang Agulng” 

Misi : 

1. Melnjaga kelmandirian Pelngadilan Nelgelri Liwa;  

2. Melmbelrikan pellayanan hulkulm yang belrkeladilan kelpada pelncari 

keladilan;  

3. Melningkatkan kulalitas kelpelmimpinan Pelngadilan Nelgelri Liwa;  

4. Melningkatkan kreldibilitas dan transparansi Pelngadilan Nelgelri 

Liwa; 

Moto Pelngadilan Nelgelri Liwa : OKEl “Orielntasi Kelrja Elxcelllelnt.” 

 
47 http://ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-

dapat-diterima-Menurut pakar-hukum-acara-perdata,Reglement.diakses pada Selasa, 04 April 2023. 

pukul 12.12 wib.   
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2.2.2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa 

Wilayah hulkulm Pelngadilan Nelgelri Liwa mellipulti du la kabulpateln antara 

lain Kabulpateln Lampulng Barat dan Pelsisir Barat. 

 

a. Kabulpateln Lampulng Barat 

Belrikult adalah pelta administrasi Lampulng Barat. 

 

Gambar 1. Pelta Kabulpateln Lampulng Barat. 
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b. Kabulpateln Pelsisir Barat 

Belrikult adalah pelta administrasi Pelsisir Barat. 

 

Gambar 2. Pelta Kabulpateln Pelsisir Barat. 

 

2.2.3 Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Liwa 

Pelngadilan Nelgelri Liwa direlsmikan pada tanggal 04 Oktobelr 1999 olelh 

Direlktulr Jelndelral Pelradilan Ulmulm dan Tata Ulsaha Nelgara an. Melntelri 

Hulkulm dan HAM, Bapak H. Parman Soelparman, S. H. Selbellulmnya 

Pelngadilan Nelgelri Liwa hanyalah lokasi zitting plat Pelngadilan 

Kotabulmi, Kabulpateln Lampulng Ultara. Delngan adanya pelmelkaran 

wilayah Lampulng Ultara dan telrbelntulknya Kabulpateln Lampulng Barat, 

maka dibelntulklah Pelngadilan Nelgelri Liwa dan direlsmikan pada 

tanggal telrselbult.48 

 
48 https://pn-liwa.go.id/ 
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2.2.4 Lambang Pengadilan Negeri Liwa 

 

 

Gambar 3. Lambang Pelngadilan Nelgelri Liwa 

Lambang Pelngadilan Nelgelri Liwa melmiliki arti selbagai belrikult. 

1. Belrbelntulk pelrisai (Jawa: tamelng) ataul bullat tellu lr  

2. Isi: 

a. Garis Telpi: 5 (lima) garis yang mellingkar pada sisi lular 

lambang melnggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila).  

b. Tullisan: tullisan "PElNGADILAN NElGE lRI LIWA" yang 

mellingkar diatas selbatas garis lelngkulng pelrisai bagian atas 

melnulnjulkkan Badan, Lelmbaga pelnggulna lambang telrselbult. 

c. Lulkisan Cakra: dalam celrita wayang (pelwayangan), Cakra 

adalah selnjata Krelsna belrulpa panah belroda yang digulnakan 

selbagai selnjata "Pamulngkas" (telrakhir). Cakra digulnakan ulntulk 

melmbelrantas keltidakadilan. Pada lambing Mahkamah Agulng, 

cakra tidak telrlulkis selbagai Cakra yang selring/banyak dijulmpai 

misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, 

lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni belrulpa belntulknya Cakra. 

Jadi dalam keladaan "diam" (statis). Tidak delmikian halnya 

delngan Cakra yang telrdapat pada Lambang Mahkamah Agulng. 
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Cakra pada lambang Mahkamah Agulng telrlu lkis selbagai Cakra 

yang (suldah) dilelpas dari bulsulrnya. Kala Cakra dilelpas dari 

bulsulrnya roda panah (Cakra) belrpultar dan tiap uljulng (ada 

dellapan) yang telrdapat pada roda panah (Cakra) melngellularkan 

api. Pada lambang Mahkamah Agulng cakra dilulkis seldang 

belrpultar dan melngellularkan lidah api (Bellanda : vlam ). Cakra 

yang rodanya belrpu ltar dan melngellularkan lidah api melnandakan 

cakra suldah dilelpas dari bulsulrnya ulntulk melnjalankan fulngsinya 

melmbelrantas keltidakadilan dan melnelgakkan kelbelnaran. Jadi 

pada lambang Mahkamah Agulng, cakra digambarkan selbagai 

Cakra yang " aktif ", bulkan Cakra yang " statis "  

d. Pelrisai Pancasila: Pelrisai Pancasila telrleltak di telngah-telngah 

Cakra yang seldang melnjalankan fulngsinya melmbelrantas 

keltidakadilan dan melnelgakkan kelbelnaran. Hal itul melrulpakan 

celrminan dari Pasal 1 Ulndang- ulndang Nomor 14 Tahuln 1970 

yang rulmulsannya. "Kelkulasaan Kelhakiman adalah Kelkasaan 

Nelgara yang melrdelka ulntulk melnyellelnggarakan pelradilan gulna 

melnelgakkan hulkulm dan keladilan belrdasarkan Pancasila, delmi 

telrsellelnggaranya Nelgara Hulkulm Relpulblik Indonelsia." Catatan 

: Rulmulsan Pasal 1 Ulndang-ulndang Nomor 4 Tahuln 2004 sama 

delngan Delngan ru lmulsan Pasal 1 Ulndang-u lndang Nomor 14 

tahuln 197049. 

e. Ulntaian Bulnga Mellati: telrdapat 2 (dula) ulntaian bulnga mellati 

masing-masing telrdiri dari atas 8 (dellapan) bulnga mellati, 

mellingkar selbatas garis lelngkulng pelrisai bagian bawah, 8 

(dellapan ) sifat keltelladanan dalam kelpelmimpinan (hastabrata).  

f. Selloka " Dharmmayulkti": pada tullisan "dharmmayulkti" 

telrdapat 2 (dula) hulrulf M yang belrjajar. Hal itul diselsulaikan 

delngan belntulk tullisan " dharmmayulkti " yang ditullis delngan 

hulrulf Jawa.Delngan melnggulnakan doulblel M. hulrulf "A" yang 

telrdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal selbagai "A" 

 
49 https://pn-liwa.go.id/ 
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selpelrti pada ulcapan kata "acara ", "dula" "lulpa" dan selbagainya. 

Apabila melnggulnakan 1 (satul) hulrulf "M", hulrulf "A" yang 

telrdapat pada akhir kata "dharmma" melmulngkinkan dilafal 

selbagai hulrulf "O" selpelrti lafal "O" pada kata "motor", "bohong" 

dan lain-lainnya. Kata"dharmma" melngandulng arti baguls, 

ultama, kelbaikan. Seldangkan kata "yulkti" melngandulng arti 

selsulnggulhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayulkti" melngandulng 

arti kelbaikan/kelultamaan yang nyata/ yang selsulnggulhnya yakni 

yang belruljuld selbagai keljuljulran, kelbelnaran dan keladilan. 

 

2.2.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa 

Belrikult adalah strulktulr organisasi Pelngadilan Nelgelri Liwa (Tabell 1). 

Tabell 1. Tabell Strulktulr Organisasi Pelngadilan Nelgelri Liwa 

Jabatan Nama 

Keltula Awaluldin Helndra Aprilana, S.H., 

S.Sos. 

Wakil Keltula Paisol, S.H., M.H 

Hakim Nulr Kastwarani, S.H., M.H. 

Indri Mulharani, S.H. 

Norma Oktaria, S.H. 

Nulr Rofiatull Mulna, S.H. 

Panitelra Hidayat Sulnarya, S.H., M.H. 

Selkreltaris John Karneldi, S.H., M.H. 

Panitelra Mulda Felri Apriza, S.H. 

Selslan Hariadi, S.H. 

Lidia Pantaul, S.H. 

Julrul Sita/Julrul Sita 

Pelngganti 

Sulhelrmanto, S.H. 

Sulrya W. Damanik, S.H. 

 

Tata Kellola Pelngadilan Nelgelri Liwa diatulr dalam pelratulran Mahkamah 

Agulng RI Nomor 7 Tahu ln 2015 telntang Organisasi dan Tata Kelrja 



47 

 

Kelpanitelraan dan Kelselkreltariatan Pelradilan. Kelpanitelraan Pelngadilan 

Nelgelri Kellas II adalah aparatulr tata ulsaha nelgara yang dalam 

melnjalankan tulgas dan fulngsinya belrada di bawah dan tanggulng jawab 

Keltula Pelngadilan Nelgelri Kellas II. Kelpanitelraan Pelngadilan Nelgelri 

Kellas II dipimpin olelh Panitelra. Kelpanitelraan Pelngadilan Nelgelri Kellas 

II melmpulnyai tulgas mellaksanakan pelmbelrian du lkulngan di bidang 

telknis dan administrasi pelrkara selrta melnyellelsaikan sulrat-sulrat yang 

belrkaitan delngan pelrkara. Dalam mellaksanakan tulgas selbagaimana 

dimaksuld pada Pasal 71, Kelpanitelraan Pelngadilan Nelgelri Kellas II 

melnyellelnggarakan fulngsi:50 

1) Pellaksanaan koordinasi, pelmbinaan dan pelngawasan pellaksanaan 

tulgas dalam pelmbelrian dulkulngan di bidang telknis; 

2) Pellaksanaan pelngellolaan administrasi pelrkara pelrdata;  

3) Pellaksananaan pelngellolaan administrasi pelrkara pidana;  

4) Pellaksananaan pelngellolaan administrasi pelrkara khulsuls;  

5) Pellaksananaan pelngellolaan administrasi pelrkara, pelnyajian data 

pelrkara, dan transparansi pelrkara;  

6) Pellaksanaan administrasi kelulangan yang belrasal dari APBN dalam 

program telknis dan kelu langan pelrkara yang diteltapkan belrdasarkan 

pelratulran dan pelrulndangulndangan, minultasi, elvalulasi dan 

administrasi Kelpanitelraan;  

7) Pellaksanaan meldiasi;  

8) Pelmbinaan telknis kelpanitelraan dan keljulrulsitaan; dan  

9) Pellaksanaan fulngsi lain yang dibelrikan olelh Keltula Pelngadilan 

Nelgelri. 

 

Sulsulnan Organisasi Kelpanitelraan Pelngadilan Nelgelri Liwa Lampulng 

Barat Kellas II, telrdiri atas:  

a) Panitelra Mulda Pelrdata 

b) Panitelra Mulda Pidana;  

c) Panitelra Mulda Hulkulm. 

 
50 https://pn-liwa.go.id/ 



48 

 

 

Panitelra Pelngadilan Nelgelri Liwa Lampulng Barat Kellas II melmpulnyai 

tu lgas mellaksanakan pelmbelrian dulkulngan di bidang telknis dan 

administrasi pelrkara selrta melnyellelsaikan sulrat-sulrat yang belrkaitan 

delngan pelrkara. Dalam mellaksanakan tulgas selbagaimana dimaksuld 

pada Pasal 74, Panitelra Pelngadilan Nelgelri Kellas II melnyellelnggarakan 

fu lngsi: pellaksanaan koordinasi, pelmbinaan dan pelngawasan 

pellaksanaan tulgas dalam pelmbelrian dulkulngan di bidang telknis, 

pellaksanaan pelngellolaan administrasi pelrkara pelrdata, pellaksananaan 

pelngellolaan administrasi pelrkara pidana, pellaksananaan pelngellolaan 

administrasi pelrkara khulsu ls, pellaksananaan pelngellolaan administrasi 

pelrkara, pelnyajian data pelrkara, dan transparansi pelrkara, pellaksanaan 

administrasi kelulangan yang belrasal dari APBN dalam program telknis 

dan kelulangan pelrkara yang diteltapkan belrdasarkan pelratulran dan 

pelrulndangulndangan, minu ltasi, elvalulasi dan administrasi Kelpanitelraan, 

pellaksanaan meldiasi, pelmbinaan telknis kelpanitelraan dan keljulrulsitaan 

dan pellaksanaan fulngsi lain yang dibelrikan olelh Keltula Pelngadilan 

Nelgelri.  

 

Panitelra Mulda Pelrdata melmpulnyai tulgas mellaksanakan administrasi 

pelrkara di bidang pelrdata. Dalam mellaksanakan tulgas selbagaimana 

dimaksuld dalam Pasal 76, Panitelra Mulda Pelrdata melnyellelnggarakan 

fu lngsi: pellaksanaan pelmelriksaan dan pelnellaahan kellelngkapan belrkas 

pelrkara pelrdata, pellaksanaan relgistrasi pelrkara gulgatan dan 

pelrmohonan, pellaksanaan distribulsi pelrkara yang tellah direlgistelr ulntulk 

ditelrulskan kelpada Keltula Majellis Hakim belrdasarkan Pelneltapan 

Pelnulnjulkkan Majellis Hakim dari Keltula Pelngadilan, pellaksanaan 

pelnelrimaan kelmbali belrkas pelrkara yang suldah dipu ltuls dan diminultasi, 

pellaksanaan pelmbelritahulan isi pultulsan tingkat pelrtama kelpada para 

pihak yang tidak hadir, pellaksanaan pelnyampaian pelmbelritahulan 

pultulsan tingkat banding, kasasi dan pelninjaulan kelmbali kelpada para 

pihak, pellaksanaan pelnelrimaan dan pelngiriman belrkas pelrkara yang 
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dimohonkan banding, kasasi dan pelninjaulan kelmbali, pellaksanaan 

pelngawasan telrhadap pelmbelritahulan isi pultulsan ulpaya hulkulm kelpada 

para pihak dan melnyampaikan rellas pelnyelrahan isi pultulsan kelpada 

Pelngadilan Tinggi dan Mahkamah Agulng, pellaksanaan pelnelrimaan 

konsinyasi, pellaksanaan pelnelrimaan pelrmohonan elkselkulsi, 

pellaksanaan pelnyimpanan belrkas pelrkara yang bellulm melmpulnyai 

kelkulatan hulkulm teltap, pellaksanaan pelnyelrahan belrkas pelrkara yang 

su ldah belrkelkulatan hulkulm teltap kelpada Panitelra Mulda Hulkulm, 

pellaksanaan ulrulsan tata ulsaha kelpanitelraan dan pellaksanaan fulngsi lain 

yang dibelrikan olelh Panitelra51.  

 

Panitelra Mulda Pidana di Pelngadilan Nelgelri Liwa melmpulnyai tulgas 

mellaksanakan administrasi pelrkara di bidang pidana. Dalam 

mellaksanakan tulgas selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 78, Panitelra 

Mulda Pidana melnyellelnggarakan fulngsi: pellaksanaan pelmelriksaan dan 

pelnellaahan kellelngkapan belrkas pelrkara pidana, pellaksanaan relgistrasi 

pelrkara pidana, pellaksanaan pelnelrimaan pelrmohonan prapelradilan dan 

pelmbelritahulan kelpada telrmohon, pellaksanaan distribulsi pelrkara yang 

tellah direlgistelr ulntulk ditelrulskan kelpada Keltula Majellis Hakim 

belrdasarkan Pelneltapan Pelnulnjulkkan Majellis Hakim dari Keltula 

Pelngadilan, pellaksanaan pelnghitulngan, pelnyiapan dan pelngiriman 

pelneltapan pelnahanan, pelrpanjangan pelnahanan dan pelnanggulhan 

pelnahanan, pellaksanaan pelnelrimaan pelrmohonan ijin pelnggelleldahan 

dan ijin pelnyitaan dari pelnyidik, pellaksanaan pelnelrimaan kelmbali 

belrkas pelrkara yang suldah dipultuls dan diminu ltasi, pellaksanaan 

pelmbelritahulan isi pultulsan tingkat pelrtama kelpada para pihak yang 

tidak hadir, pellaksanaan pelnyampaian pelmbelritahu lan pultulsan tingkat 

banding, kasasi dan pelninjaulan kelmbali kelpada para pihak, 

pellaksanaan pelnelrimaan dan pelngiriman belrkas pelrkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan pelninjaulan kelmbali, pellaksanaan 

pelngawasan telrhadap pelmbelritahulan isi pultulsan ulpaya hulkulm kelpada 

 
51 https://pn-liwa.go.id/ 
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para pihak dan melnyampaikan rellas pelnyelrahan isi pultulsan kelpada 

Pelngadilan Tinggi dan Mahkamah Agulng, pellaksanaan pelmbelritahulan 

isi pultulsan ulpaya hulkulm kelpada Jaksa Pelnulntult Ulmulm dan Telrdakwa, 

pellaksanaan pelnelrimaan pelrmohonan elkselku lsi, pellaksanaan 

pelnyimpanan belrkas pelrkara yang bellulm melmpulnyai kelkulatan hulkulm 

teltap, pellaksanaan pelnyelrahan belrkas pelrkara yang suldah belrkelkulatan 

hulkulm teltap kelpada Panitelra Mulda Hulkulm, pellaksanaan ulrulsan tata 

u lsaha kelpanitelraan, dan pellaksanaan fulngsi lain yang dibelrikan olelh 

Panitelra. 

 

Panitelra Mulda Hulkulm Pelngadilan Nelgelri Liwa melmpulnyai tulgas 

mellaksanakan pelngulmpullan, pelngolahan dan pelnyajian data pelrkara, 

pelnataan arsip pelrkara selrta pellaporan. Dalam mellaksanakan tulgas 

selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 83, Panitelra Mulda Hulkulm 

melnyellelnggarakan fulngsi: pellaksanaan pelngulmpullan, pelngellolaan dan 

pelnyajian data pelrkara, pellaksanaan pelnyajian statistik pelrkara, 

pellaksanaan pelnyulsulnan dan pelngiriman pellaporan pelrkara, 

pellaksanaan pelnataan, pelnyimpanan dan pelmelliharaan arsip pelrkara, 

pellaksanaan kelrja sama delngan Arsip Daelrah ulntu lk pelnitipan belrkas 

pelrkara, pellaksanaan pelnyiapan, pelngellolaan dan pelnyajian bahan-

bahan yang belrkaitan delngan transparansi pellaksanaan pelnyulsulnan dan 

pelngiriman pellaporan pelrkara, pellaksanaan pelnataan, pelnyimpanan 

dan pelmelliharaan arsip pelrkara, pellaksanaan kelrja sama delngan Arsip 

Daelrah ulntulk pelnitipan belrkas pelrkara, pellaksanaan pelnyiapan, 

pelngellolaan dan pelnyajian bahan-bahan yang belrkaitan delngan 

transparansi pelrkara, pellaksanaan pelnghimpulnan pelngadulan dari 

masyarakat, hulbulngan masyarakat dan, pellaksanaan fulngsi lain yang 

dibelrikan olelh panitelra.52 

 
52 https://pn-liwa.go.id/ 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Pelndelkatan yulridis elmpiris adalah pelnellitian selcara lapangan, yang 

melngkaji keltelntuln hulkulm yang belrlakul selrta yang tellah telrjadi didalam 

kelhidulpan masyarakat. Pelnellitian hulkulm melngelnai pelmbelrlakulan ataul 

implelmelntasi keltelntulan hu lkulm normatif selcara in action pada seltiap 

pelristiwa hulkulm telrtelntu l yang telrjadi dalam masyarakat. yang 

belrhulbulngan delngan pelnellitian ini. Ataul delngan kata lain, itul adalah 

stuldi yang dilakulkan pada situlasi selbelnarnya ataul situlasi aktulal yang 

telrjadi dalam pelrulsahaan ulntulk tuljulan melngeltahu li dan melnelmulkan 

fakta dan data yang dipelrlu lkan..53 

 

3.1.2 Tipe Penelitian 

Belrdasarkan sifatnya, tipologi yang digulnakan yaitul pelnellitian 

delskriptif. Pelnellitian delskriptif yaitul pelnellitian yang belrtuljulan 

melnggambarkan selcara telpat sifat sulatul individul, keladaan, geljala ataul 

kellompok telrtelntul, ataul u lntulk melnelntulkan frelku lelnsi sulatul geljala. 

Seldangkan belrdasarkan suldult pelnelrapannya melrulpakan pelnellitian 

yang belrfokulskan masalah (problelm foculseld relselarch). Problelm 

foculseld relselarch belrarti pelrmasalahan yang ditelliti didasarkan pada 

telori ataul dilihat kaitannya antara telori dan praktelk.54 

 

Pelnellitian delskriptif belrfu lngsi ulntulk melndelskripsikan ataul melmbelri 

gambaran telrhadap Tinjaulan pelrtimbangan hakim atas pelrbulatan 

 
53 Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti,Hlm., hlm 155 
54 Soerjono Soekanto.2009. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 50 
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mellawan hulkulm telrhadap hak milik atas tanah mellaluli data-data yang 

tellah telrkulmpull selbagaimana adanya tanpa pelngu ljian hipotelsis dan 

melmbulat kelsimpullan yang belrlakul ulntulk ulmulm. 

 

3.1.3 Pendekatan Masalah 

Belrdasarkan jelnis dan tipel pelnellitian selbagaimana tellah diulraikan di 

atas, maka dapat digabu lngkan selcara selrasi selhingga dipelrolelh 

sistelmatika melngelnai macam- macam pelnellitian selcara ulmulm dan 

pelmbagiannya melnulrult tu ljulan pelnellitianhulkulm. Delngan delmikian, 

pelndelkatan masalah yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah 

pelndelkatan Ulndang-ulndang.55  

 

3.1.4 Sumber Data 

Sulmbelr data melrulpakan sulbjelk dari mana data telrselbult dipelrolelh. 

Belrikult sulmbelr data dalam pelnellitian ini yaitul, data primelr dan data 

selkulndelr. Data primelr adalah data yang dipelrolelh langsulng dari 

Pelngadilan Nelgelri Liwa. Seldangkan data selkulndelr adalah data yang 

dipelrolelh dari stuldi kelpulstakaan yang belrsulmbelr dari litelratulr-litelratulr 

yang melncakulp dokulmeln-dokulmeln relsmi. 

 

Pada pelnellitian hulkulm elmpiris, yang ditelliti hanya bahan pulstaka ataul 

data selkulndelr. Dari suldult kelkulatan melngikatnya, data selkulndelr telrdiri 

dari bahan hulkulm primelr, bahan hulkulm selkulndelr, dan bahan hulkulm 

telrsielr. Jelnis bahan hulkulm yang digulnakan dalam pelnellitian hulkulm ini 

u ltamanya adalah bahan hulkulm primelr, yaitul: Helrzieln Inlandsch 

Relglelmelnt (H.I.R), Relglelmelnt voor del Bulitelngelwelsteln (Rbg), 

Ulndang-ulndang Nomor 5 Tahuln 1960 Telntang Ulndang-ulndang Pokok 

Agraria dan Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Liwa Nomor : 

11/Pdt.G/2021/PN Liw. 

 

 
55 Muhaimin, “metode penelitian hukum”, mataram: mataram University press, 2020, hlm. 58.   
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Pelnellitian ini julga melnggulnakan bahan hulkulm selkulndelr yaitul 

melmbelrtikan pelnjellasan melngelnai bahan hulkulm primelr misalnya 

rancangan Ulndang-ulndang, hasil pelnellitian, hasil karya dari kalangan 

hulkulm dan seltelrulsnya yang belrkaitan delngan melkanismel gulgatan 

pelrwakilan kellompok56. Bahan hulkulm selkulndelr selbagai bahan yang 

melnjellaskan bahan hulkulm primelr, misalnya hasil pelnellitian telrdahullul. 

Selbagai peltulnjulk, pelnellitian ini melnggulnakan bahan hulkulm primelr 

dan selkulndelr Helrzieln Inlandsch Relglelmelnt (H.I.R), Relglelmelnt voor del 

Bulitelngelwelsteln (Rbg), UlUl No. 48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan 

Kelhakiman.57 

 

3.1.5 Metode Pengumpulan Data 

Pelngulmpullan data dalam pelnellitian ini dilakulkan delngan cara stuldi 

kelpulstakaan dan wawancara dan obselrvasi. Jelnis data yang digulnakan 

dalam pelnellitian ini adalah data selkulndelr selhingga alat pelngulmpullan 

data yang dilakulkan belrulpa stuldi dokulmeln ataul stuldi pulstaka. Pelnullis 

mellakulkan selrangkaian kelgiatan stuldi dokulmelntasi, delngan cara 

melmbaca, melncatat dan melngultip bulkul-bulkul relfelrelnsi dan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan yang belrlakul dan melmpulnyai keltelrkaitan delngan 

pelnellitian ini. Dalam pelnellitian ini, data selkulndelr yang dipelrolelh dari 

kelpulstakaan dijadikan selbagai jelnis data ultama.58 

 

Sellain itul, stuldi lapangan dilakulkan pulla dalam pelnellitian ini, yang 

belrtuljulan melmpelrolelh data pelndulkulng yang belrselsulaian delngan data 

selkulndelr yang dipelrolelh dari kelpulstakaan, yaitul delngan melngadakan 

wawancara delngan majellis hakim yang dapat melmbelrikan informasi 

telrhadap analisis dasar pelrtimbangan hakim dalam melmultuls Gulgatan 

Tidak Dapat Ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard) telrhadap selngkelta 

 
56 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

UI-Press, 2010), hlm. 52. 
  57 Bambang Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Hukum, hlm. 42. 

  58 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum., hlm. 123. 



54 

 

hak milik atas tanah belrdasarkan pultulsan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN 

Liw yang akan dibahas dalam pelnellitian ini.  

 

Pelncatatan data yang dibultulhkan dalam kelgiatan magang. Data primelr 

dan selkulndelr melrulpakan data yang dikulmpullkan olelh pelselrta magang 

langsulng dari sulmbelr pelrtama yang sellanjultnya digulnakan ulntulk 

melndulkulng pelmbulatan laporan akhir kelgiatan magang kelrja. 

 

3.1.6 Metode Pengolahan Data 

Pelngolahan data melrulpakan bagian yang amat pelnting dalam meltodel 

ilmiah, karelna delngan pelngellolaan data, data telrselbult dapat dibelri arti 

dan makna yang belrgulna dalam melmelcahkan masalah pelnellitian. Data 

yang dipelrolelh kelmuldian diolah mellaluli tahapan belrikult: Idelntifikasi 

data, yaitul melmelriksa kelmbali melngelnai kellelngkapan, keljellasan dari 

kelbelnaran data yang dipelrolelh selrta rellelvansinya delngan pelnellitian. 

Klasifikasi data, yaitul pelngellompokan data selsu lai delngan pokok 

pelrmasalahan selhingga melmpelrolelh data yang belnar-belnar dipelrlulkan. 

Sistelmatisasi data, yaitul selmula data yang tellah masulk dikulmpull dan 

disulsuln delngan ulrultannya. 

 

3.1.7 Analisis Data 

Data yang dipelrolelh dari pelnellitian ini dianalisis delngan melnggulnakan 

analisis kulalitatif, yaitul melnggambarkan kelnyataan-kelnyataan yang 

ada belrdasarkan hasil pelnellitian delngan melngulraikan selcara sistelmatis 

u lntulk melmpelrolelh keljellasan dan melmuldahkan pelmbahasan. Analisis 

kulalitatif yaitul pelnellitian yang melngacul pada norma hulkulm yang 

telrdapat dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan dan pultulsan pelngadilan 

selrta norma-norma yang hidulp dan belrkelmbang dalam masyarakat. 

Sellanjultnya belrdasarkan hasil analisis data telrselbu lt kelmuldian ditarik 

kelsimpullan delngan melnggulnakan meltodel indulktif, yaitul sulatul meltodel 

pelnarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang belrsifat khulsuls 

u lntulk kelmuldian ditarik kelsimpullan yang belrsifat ulmulm gulna 
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melnjawab pelrmasalahan belrdasarkan pelnellitian yang dilakulkan olelh 

Pelnullis. 

 

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan  

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelnellitian dilakulkan mullai tanggal 20 Marelt 2023 sampai delngan 27 

Ju lni 2023 di Pelngadilan Nelgelri Liwa Kellas II yang belrtelmpat di Jalan 

Radeln Intan Kellulrahan Way Melngakul, Kelcamatan Balik Bulkit,   Kota 

Liwa, Kabulpateln Lampulng Barat. Pellaksanaan pelnellitian dilakulkan 

pada Selnin sampai Julm’at pulkull 08.00 hingga 16.30 WIB. 

 

3.2.2 Metode Pelaksanaan 

Kelgiatan Magang Melrdelka Bellajar Kampuls Melrdelka (MBKM) 

dibimbing olelh pelmbimbing lapang dan pelmbimbing instansi. Pelran 

pelmbimbing lapang dalam kelgiatan magang kelrja ini adalah selbagai 

fasilitator yang melmbelrikan peltulnjulk selrta informasi bagi pelselrta 

magang selsulai delngan topik yang tellah dibahas sellama kelgiatan 

magang kelrja belrlangsulng. Seldangkan pelran pelmbimbing instansi 

selbagai fasilitator yang melmbimbing magang saat di telmpat istansi 

magang ulntulk melmastikan pelselrta magang tellah mellakulkan kelgiatan 

magang selsulai delngan proseldulr ataul pelratulran yang tellah diteltapkan.  

 

Meltodel pellaksanaan pada kelgiatan magang kelrja ini mellipulti selbagai 

belrikult. 

a. Praktik Kelrja  

Meltodel pellaksanaan praktik kelrja dilakulkan delngan harapan 

pelselrta magang mampul melnelrapkan tridharma pelrgulrulan tinggi 

yaitul selsulai delngan bidang pelndidikan, pelnellitian selrta pelngabdian. 

Dalam bidang pelndidikan khulsulsnya belrtuljulan u lntulk melmpellajari 

cara kelrja di Pelngadilan Nelgri Liwa. Pelngabdian dalam kelgiatan 

magang kelrja dipelrolelh dari kelaktifan pelselrta magang ulntulk 

melnyellelsaikan kelgiatan selsulai delngan proseldu lr yang diteltapkan 

olelh instansi. 
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b. Wawancara dan Obselrvasi Meltodel 

Wawancara dalam kelgiatan magang kelrja ini dilakulkan ulntulk 

melndapatkan informasi delngan cara belrtanya langsulng kelpada 

relspondeln ataul konsu lltasi kelpada pelmbimbing lapangan dan 

pelmbimbing instansi l sellakul fasilitator ulntulk melmbelrikan 

informasi selsulai delngan topik yang tellah dibahas. Sasaran dari 

pellaksanaan meltodel ini adalah seltiap pihak yang dinilai belrpelran 

langsulng ataul melngeltahuli melngelnai kelgiatan kelrja di Pelngadilan 

Nelgri Liwa. Seldangkan obselrvasi adalah pelngamatan selcara 

langsulng telrhadap objelk yang akan ditelliti ulntu lk melngulmpullkan 

data primelr yang dibultu lhkan selsulai delngan topik yang dibahas olelh 

pelselrta magang. 

c. Pelncatatan Data yang Dibultulhkan dalam Kelgiatan Magang 

Data primelr dan selkulndelr melrulpakan data yang dikulmpullkan olelh 

pelselrta magang langsu lng dari sulmbelr pelrtama yang sellanjultnya 

digulnakan ulntulk melndulkulng pelmbulatan laporan akhir kelgiatan 

magang kelrja.  

d. Dokulmelntasi  

Meltodel pellaksanaan dokulmelntasi dilakulkan delngan tuljulan ulntulk 

mellelngkapi informasi-informasi yang dipelrolelh agar lelbih lelngkap 

selrta melnulnjang kelbelnaran dan keltelrangan yang dibelrikan selsulai 

delngan topik yang dibahas. 

 

3.2.3 Tujuan Magang  

Tuljulan dalam pelnullisan pelnellitian ini adalah dapat 

melngimplelmelntasikan ilmul yang tellah dipelrolelh sellama 

pelrkulliahandan melningkatkan prosels pelmbellajaran mellaluli prosels 

praktik selhingga lullulsan sellanjultnya melnjadi telnaga kelrja yang 

telrampil dan profelsional dalam kondisi kelrja yang nyata. Melmbelrikan 

wawasan praktis dan analitis kelpada mahasiswa yang akan 

dikelmbangkan melnjadi topik dalam pelnyulsulnan Laporan Akhir 

Magang Elkivalelnsi Skripsi selbagai prasyarat ulntulk melmpelrolelh gellar 

Sarjana. 
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3.2.4 Manfaat Magang  

Pelnellitian ini diharapkan melmiliki manfaat selbagai belrikult. 

a. Manfaat praktis: hasil dari pelnellitian ini diharapkan dapat 

melmbelrikan masulkan yang belrkaitan delngan melmahami pelrbulatan 

apa yang melnjadi idelntifikasi pelrbulatan mellawan hulkulm atas 

tanah; 

b. Manfaat bagi pelrgulru lan tinggi: diharapkan dapat melnghasilkan 

lullulsan yang melmiliki kelahlian profelsional delngan tingkat 

pelngeltahulan dan keltelrampilan selrta eltos kelrja yang selsulai delngan 

kelbultulhan dulnia kelrja; dan 

c. Manfaat bagi instansi: melnjalin hulbulngan kelrja sama yang baik 

yaitul saling melngulntulngkan delngan institulsi pelndidikan dan ulntulk 

melningkatkan belrbagai keltelrkaitan dan kelselsulaian antara sulbstansi 

akadelmik agar kelmuldian hari telrpakai ilmul dan kelahliannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Simpullan yang dipelrolelh belrdasarkan pelnellitian yang tellah dilakulkan adalah 

selbagai belrikult. 

1. Belrdasarkan hasil pelnellitian melnulnjulkan bahwa dalam pultulsan Nomor 

11/Pdt.G/2021/PN Liw Majellis Hakim belrpelndapat pokok pelrmasalahan 

antara para pihak, yaitul selngkelta pelmbagian warisan selbagaimana yang 

dimaksuld dalam Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 1989 telntang Pelradilan 

Agama selbagaimana tellah diulbah delngan Ulndang-Ulndang Nomor 3 Tahuln 

2006 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 1989 

telntang Pelradilan Agama dan Ulndang-ulndang Nomor 50 Tahuln 2009 

telntang Pelrulbahan Keldula Atas Ulndang-Ulndang Nomor 7 tahuln 1989 

telntang Pelradilan Agama. Dari pelrtimbangan telrselbult, pokok 

pelrmasalahan dari gulgatan pelnggulgat bulkanlah Kompeltelnsi absolult 

Pelngadilan Nelgelri. Kelmuldian majellis hakim Pelngadilan Nelgelri Liwa 

belrpelndapat dan melnyimpullkan bahwa gulgatan para Pelnggulgat bulkan 

melru lpakan kompeltelnsi Pelngadilan Nelgelri, maka hakim melmultulskan 

bahwa gulgatan Para Pelnggu lgat dinyatakan tidak dapat ditelrima (nielt 

ontvankellijkel velrklaard). 

2. Pelnyellelsaian pelrkara melngelnai warisan bagi yang belragama Islam adalah 

welwelnang Pelngadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Ulndang-

Ulndang Nomor 3 Tahuln 2006 Telntang Pelradilan Agama, Seldangkan 

pelrkara kelwarisan sellain orang-orang yang belragama Islam adalah 

welwelnang Pelngadilan Nelgelri. 

 

5.2 Saran 

Diharapkan kelpada masyarakat agar dapat melngeltahuli dan melmahami delngan 

jellas bahwa dalam melngajulkan gulgatan kel Pelngadilan telrdapat aspelk 
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kompeltelnsi yang haruls dipelrhatikan. Pelngadilan dapat melmultuls sulatul pelrkara 

apabila selsulai delngan kompeltelnsi ataul kelwelnangannya. Jadi, pelnting bagi para 

pihak ulntulk mellihat seljaulh mana kompelntelnsi ataul kelwelnangan sulatul 

pelngadilan selbellulm melmultulskan ulntulk melngajulkan selngkelta/pelrkaranya kel 

Pelngadilan. Selbab, apabila para pihak teltap melngajulkan selngkelta/pelrkaranya 

kel pelngadilan, seldangkan pelngadilan telrselbult tidak melmiliki kompelntelnsi ataul 

kelwelnangan ulntulk melngadilinya, maka selngkelta/pelrkara telrselbult dinyatakan 

tidak dapat ditelrima (nielt ontvankellijkel velrklaard). 
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